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MOTTO 

 

 لَا يكَُلِفُ ا لله نَ فْسًا اِلَا وُ سْعَهَا

“ Allah Tidak Membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupanya”. 

 

 اِ نْ اَ حْسَنْتُمْ لِاَ نْ فُسِكُمْ  وَ اِ نْ اَ سَأْ تمُْ فَ لَهَا 

“jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu 

sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk 

kamu sendiri” 

 

Justitiae non est negenda, non differenda  

“ keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda”  

 

Domiunt aliquando leges, nuanquam moriountur  

“Hukum terkadang tidur, tapi Hukum tidak pernah mati” 
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ABSTRAK  

Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Reklamasi 
Pascatambang Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah  (Studi 
PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah). Oleh. Siti Muaisaroh. 
NIM. 1811150058. Pembimbing I. Masril, S.H, M.H. dan 
Pembimbing II Aneka Rahma, S.Sy, M.H.  

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1). 
Bagaimana peran pemerintah terhadap pelaksanaan reklamasi 
pasca tambang ditinjau dari hukum positif  (2). Bagaimana peran 
pemerintah dalam mendukung pelaksanaan reklamasi dan 
pascatambang perspektif  fiqh siyasah yang di kaji menggunakan 
siyasah syar’iyyah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara 
mendalam dan menyeluruh peneliti menggunakan metode 
deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, 
fakta, data dan mekanisme pelaksanaan reklamasi dan 
pascatambang khususnya di PT Danau Mas Hitam yang saat ini 
izin Usaha Pertambanganya telah berakhir. Kemudian data 
tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab 
permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan (1). 
Bahwa sampai saat ini setelah 3 tahun berakhirnya izin usaha 
pertambangan belum terdapat laporan bahwasanya pihak 
perusahaan telahelaksanakan reklamasi dan pasca tambang, peran 
pemerintah untuk melakukan terguran terhadap perusahaan telah 
di laksanakan dan hanya berhenti disitu saja  karena peran 
pemerintah dalam pemulihan lahan menggunakan pihak ketiga  
sebagaimana dalam pasal 100 ayat 2 undang-undang No.4 tahun 
2009 yang telah di ubah dengan  Undang-Undng No. 3 tahun 2020 
tentang pertambangan Mineral dan Batubara belum terlaksana.  
(2). Dalam praktiknya peran pemerintah belum terlaksana dengan 
baik sesuai syariat islam, karena sebagaimana kaidah fiqh siyasah  

yakni                                          atau segala yang mudharat harus 
segera di hindarkan sedapat mungkin belum terlaksana. 

 

Kata kunci: Pemerintah, Reklamasi, Pascatambang, Batubara, 
Hukum Positif, Fiqh Siyasah. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah 

yang luas, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. 

Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia cukup beragam 

salah satunya dapat dilihat dari sektor pertambangan batubara. 

Usaha pertambangan memiliki peran penting karena dapat 

dijadikan sebagai nilai tambah bagi pembangunan ekonomi 

Indonesia.  

Sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 (UUD 1945) yang telah menetapkan bahwa tujuan 

bernegara dan pembentukan pemerintahan adalah untuk 

mencapai cita-cita bersama dan kemajuan kesejahteraan 

umum. Cara mencapai hal tersebut, UUD 1945 memberikan 

wewenang penuh kepada negara secara eksklusif untuk 

menguasai sumber daya alam yang terdapat pada wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga lingkungan 

hidup demi memenuhi kesejahteraan warga negaranya1, 

sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945.  

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan   sebe
sar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

                                                             
1
 Dani Imran Hakim, “Politik Hukum Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-

Undang No.23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, 

Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 No. 2, April 2015. 
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Setiap usaha pertambangan yang dilakukan akan 

sangat mempengaruhi lingkungan, baik secara langsung 

maupun berangsur-angsur. Perubahan ekologi alam juga 

ditentukan oleh sikap dan perlindungan manusia terhadap 

lingkungannya. Sehingga alam yang menjadi sumber suplay 

bahan galian (Natural Resources), setelah dimanfaatkan hasilnya 

jangan sampai dibiarkan begitu saja tanpa pemulihan sesuai 

dengan kondisi awal karena akan menghilangkan 

keseimbangan ekosistem, ekologi, dan menyebabkan 

kerusakan alam/lingkungan hidup (Environmental Damage). 

Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan manusia dalam mencari kehidupan yang lebih 

baik dan lebih sehat, karena sejumlah makhluk hidup selalu 

berinteraksi, saling mempunyai hubungan timbal balik dengan 

benda-benda lain disekitarnya oleh sebab itulah keseimbangan 

lingkungan perlu menjadi perhatian yang lebih khusus, baik 

dari pihak penambang, pemerintah maupun masyarakat. Jika 

tindakan tidak dilakukan sedini mungkin akibatnya akan 

dirasakan oleh generasi berikutnya dan akan mengganggu hak 

manusia dalam mendapatkan lingkungan yang bersih dan 

sehat. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-

Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup yaitu “setiap orang berhak atas 
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lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi 

manusia”. 

Di provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi 

yang menghasilkan hasil tambang yang cukup potensial. 

Dimulai dari Tahun 1897 yakni pertambangan emas yang 

berada di Kabupeten Rejang lebong dan pertambangan 

Batubara dimulai sekitar tahun 1984 di kabupaten Bengkulu 

Tengah (saat ini). Dengan begitu seiring berkembangnya waktu 

semakin banyak pembukaan lahan untuk penambangan, 

sehingga pengaruh terhadap lingkungan juga akan semakin 

besar. Tindakan sedini mungkin harus dilakukan agar tetap 

dapat menjaga kelestarian lingkungan, dengan cara 

memulihkan kembali fungsi lahan dan kawasan hutan 

sebagaimana peruntukannya. Pihak pertambangan harus 

mengelola hasil dan tempat penambangan sesuai dengan 

aturan perUndang-Undangan dengan tetap menjaga 

kelestarianya yakni dengan cara melaksanakan Reklamasi dan 

Pascatambang.  

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 perubahan 

atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara menegaskan mengenai pelaksanaan 

Reklamasi Pascatambang yang selalu berkaitan dengan 

pengelolaan lingkungan hidup seperti yang tercantum dalam 

penjelasan Umum alenia ke-3 Undang-Undang a quo, 
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“Penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup 

pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan 

Reklamasi dan Pascatambang”.2   

 

Reklamasi dan Pascatambang wajib dilaksankan oleh 

pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) seperti yang diatur 

dalam perUndang-Undangan  dalam Pasal 39 ayat (1) huruf K 

Undang-Undang a quo 

“Kewajiban melaksanakan Reklamasi dan 
Pascatambang”3. 
 

Pada saat penambangan dilakukan, perusahaan harus 

menempatkan dana jaminan reklamasi dan juga jaminan 

pascatambang. Untuk menjamin ketaatan perusahaan 

pertambangan untuk melaksanakan sesuai dengan rencana 

Reklamasi dan Pascatambang, perusahaan pertambangan wajib 

menyediakan Jaminan Reklamasi, yang besaranya sesuai 

dengan rencana biaya Reklamasi dan rencana Pascatambang. 

Dengan penempatan jaminan tersebut, jika pertambangan 

berhenti sebelum masa izin-Nya habis dan belum 

melaksanakan reklamasi maupun pascatambang, maka 

jaminan tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk 

memperbaiki dan memulihkan fungsi lingkungan yang telah 

                                                             
2
 Penjelasan Umum alenia ke 3 Undang-Undang No.03 Tahun 2020 Tentang 

Pertambangan Mineral Dan Batubara 
3
 Undang-Undang No. 03 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan 

Batubara 

Pasal 39 Ayat (1) Huruf K 
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diambil sumber daya alamnya, melalui pihak ketiga seperti 

yang disebutkan dalam Pasal 100 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

Undang-Undang No.3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-

Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara. Berbunyi: 

Ayat (1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dan 
menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana 
jaminan Pascatambang. 

 Ayat (2) Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk 
melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang dengan 
dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak 
melaksanakan Reklamasi dan/atau Pascatambang sesuai 
dengan rencana yang telah disetujui 

 

Pengembalian kondisi tanah agar dapat berfungsi sesuai 

dengan peruntukannya melalui Reklamasi dan Pascatambang, 

bukan semata tanggung jawab perusahaan pertambangan, tapi 

juga tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini sesuai 

perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 atas Undang-

Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara yang bertanggung jawab yakni Menteri, karena 

merekalah yang melakukan penilaian dan persetujuan rencana 

reklamasi, rencana pascatambang, sekaligus melakukan 

pengawasan atas pelaksaan reklamasi oleh perusahaan-

perusahaan pertambangan tersebut.  

Permasalahan yang muncul dalam usaha pertambangan 

selalu berkaitan dengan alam, apabila pertambangan dibuka 

dalam kawasan hutan kerusakan hutan menjadi salah satu 

ancaman bagi lingkungan, maka penambang harus 
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memperhatikan aturan pelaksanaan pertambangan 

sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 41 

Tahun 1999 tentang kehutanan dalam : 

Pasal 38 ayat (3) Penggunaan kawasan hutan untuk 
kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian 
izin pinjam pakai oleh Menteri dengan 
mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu 
tertentu serta kelestarian lingkungan. 
Dan Pasal 41 (2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas 
areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang 
izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan 
pertambangan 
 

Dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwasanya 

lingkungan harus dimanfaatkan namun tidak untuk dirusak 

tanpa pertanggung jawaban. Seperti dalam surah Ar-Rum ayat 

41: 

اَ كَسَبَتْ ايَْدىى النَّا سى  لُوْا لَعَلَّهُمْ ظَهَرَ الْفَسَا دُ فِى الْبَ ر ى وَا لبَْحْرى بِى لىيُذىيْ قَهُمْ بَ عْضَ الَّذىيْ عَمى
عُوْنَ   يَ رْجى

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 
karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar 
mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, 
agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum 30: 
41)  

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwasanya manusia 

juga diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi Selain untuk 

beribadah kepada Allah, Sebagai khalifah, manusia memiliki 

tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam 

semesta. Allah telah menciptakan alam semesta untuk 

kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk-Nya, 

khususnya manusia. Jika terjadi kerusakan dibumi maka akan 

merugikan manusia itu pula. Saat manusia hanya mengambil 
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sumber daya alam tanpa pertanggung jawaban terhadap lahan 

bekas tambang maka akan menyebabkan banyak bencana alam 

seperti penurunan produktivitas tanah, pemadatan tanah, 

terjadinya erosi dan sedimentasi, tanah longsor, terganggunya 

flora dan fauna dan lain-lain, maka kerugianya juga akan 

ditanggung oleh manusia itu sendiri.  

Kenyataan lapangan yang terjadi di provinsi 

Bengkulu perlindungan alam dan lingkungan masih belum 

terlaksana dengan baik, hingga akan mengkibatkan kerusakan 

ekologi alam. Di provinsi Bengkulu terdapat beberapa 

pertambangan yang saat ini belum melaksanakan reklamasi 

hingga pelaksanaan Pascatambang hal tersebut akan sangat 

berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan dan tidak 

menerapkan asas pelaksanaan pertambangan. Dapat dilihat 

seperti data yang telah penulis kutip  

“Sejumlah nama perusahaan di Bengkulu diduga mangkir 
dalam melakukan tanggung jawab reklamasi. Menurut Uli, 
sejumlah lubang yang ditinggalkan oleh 7 perusahaan yang 
sudah tidak beroperasi lagi," kata Uli.”4 

“Secara tidak langsung perusahaan-perusahaan tersebut 
telah menyepelekan daerah. Dengan fakta yang ada ini, 
perusahaan-perusahaan itu hanya ingin merampok 
kekayaan alam daerah kita saja. Ketika apa yang mereka 
inginkan sudah habis, ditinggalkan begitu saja,”5 

Pernyataan tersebut didukung dengan data bahwa PT 

Danau Mas Hitam (DMH) yang menggunakan luas lahan 800.31 

                                                             
4
 Firmansyah.Kontributor Bengkulu Tak Reklamasi, 21 Tambang Di Bengkulu 

Tinggalkan 134 Lubang Menganga Halaman All - Kompas.Com. (Diakses Pada Tanggal 

02 September 2021) 
5
 Admin.Pplh Bengkulu: Banyak Tambang Batu Bara Tidak Direklamasi. Pplh 

Bengkulu: Banyak Tambang Batu Bara Tidak Direklamasi - Sudutenergi.Com. (Diakses 

Pada Tanggal 10 September 2021) 

https://regional.kompas.com/read/2020/03/10/11534231/tak-reklamasi-21-tambang-di-bengkulu-tinggalkan-134-lubang-menganga?page=all#page4
https://regional.kompas.com/read/2020/03/10/11534231/tak-reklamasi-21-tambang-di-bengkulu-tinggalkan-134-lubang-menganga?page=all#page4
https://sudutenergi.com/pplh-bengkulu-banyak-tambang-batu-bara-tidak-direklamasi/
https://sudutenergi.com/pplh-bengkulu-banyak-tambang-batu-bara-tidak-direklamasi/
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ha dengan meninggalkan kerusakan lahan seluas 350 Ha,6 

dengan 3 lubang tambang dan luas danau 7,92 ha, yang berada 

di kawasan hutan produksi Rindu Hati I.  

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Genesis 

Bengkulu PT. Danau Mas Hitam menyetorkan dana jaminan 

reklamasi sebesar Rp 140 juta. Kedua perusahaan ini tidak 

menyetorkan dana jaminan pascatambang.7 

Kerusakan alam yang ditinggalkan begitu saja, 

merupakan bukti abai-Nya negara dalam pengelolaan 

lingkungan yaitu pemerintah sebagai pelaksananya. 

Selanjutnya, agar tidak berdampak lebih buruk, baik terhadap 

lingkungan alam maupun kehidupan masyarakat, maka baik 

dari pihak masyarakat hingga pemerintah harus dapat 

bertindak lebih tegas untuk mengembalikan fungsi ekologis 

alam sebagaimana peruntukanya.  

Dalam hal ini, manusia yang pada dasarnya tidak 

dapat hidup sendiri dan harus bergaul dengan masyarakat 

lainya. seperti yang diungkapkan Aristoteles bahwasanya 

manusia adalah zoon politicon maka mereka membentuk sebuah 

masyarakat. Secara otomatis terbentuklah pemerintahan yang 

mengatur dan memimpin masyarakat tersebut.8 Dalam Islam 

telah terbukti bahwa hukum Islam juga mengatur urusan 

duniawi.9 Maka dari sinilah perlunya sebuah ilmu khusus 

untuk mengatur konsep pemerintahan yakni Fiqih Siyasah. Salah 

                                                             
6
By Admin. Lubang Tambang Tak Bertuan, Tanggung Jawab Siapa?. 

http://yayasangenesisbengkulu.or.id/2020/11/09/lubang-tambang-tak-bertuan-tanggung-

jawab-siapa/. Diakses pada tanggal 28 November 2020 
7
By Admin. Lubang Tambang Tak Bertuan, Tanggung Jawab Siapa?. 

http://yayasangenesisbengkulu.or.id/2020/11/09/lubang-tambang-tak-bertuan-tanggung-

jawab-siapa/. Diakses pada tanggal 28 November 2020 
8
 Soehino, Ilmu Negara (Yogyakarta: Liberty, 2000), Hlm.160. 

9
 Soehino, Ilmu Negara…. Hlm.20 

http://yayasangenesisbengkulu.or.id/2020/11/09/lubang-tambang-tak-bertuan-tanggung-jawab-siapa/
http://yayasangenesisbengkulu.or.id/2020/11/09/lubang-tambang-tak-bertuan-tanggung-jawab-siapa/
http://yayasangenesisbengkulu.or.id/2020/11/09/lubang-tambang-tak-bertuan-tanggung-jawab-siapa/
http://yayasangenesisbengkulu.or.id/2020/11/09/lubang-tambang-tak-bertuan-tanggung-jawab-siapa/
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satu objek kajiannya yakni Siyasah Syari’yyah yang 

membicarakan mengenai ketatanegaraan dan konstitusi. 

Bahasanya meliputi konsep imamah, khilafah, rakyat dan 

pemerintahan.10 Semua aturanya bersumber dari Al-qur’an, 

Hadist Nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat 

kebiasaan suatu negara baik tertulis maupun tidak tertulis yang 

dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dengan prinsip-prinsip 

agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan 

rakyat demi memenuhi kebutuhannya.11 

Pengelolaan sumber daya alam melalui peraturan 

perUndang-Undangan harus sesuai dengan kaidah sumber 

hukum fiqih siyasah yakni Al-Quran dan sunnah Nabi 

Muhammad Saw. Dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 58 

menjelaskan bahwa: 

 اهَْلىهَا
ى
نهتى اىلٰه َ يََمُْركُُمْ اَنْ تُ ؤَدُّوا الَْْ مه وَاى ذَا حَكَمْتُمْ بَ يَْْ النَّا سى انَْ  ۙ   اىنَّ اللّ ه

َ نىعىمَّا يعَىظُكُمْ بىه ۙ   تََْكُمُوْا بِى لْعَدْلى  ا  ۙ   ٖ  اىنَّ اللّ ه ي ْع ًۢ َ كَا نَ سَىَ ي ْر ااىنَّ اللّ ه بَصى  
Artinya:  

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu 
menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu 
menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-
baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, 
Allah Maha Mendengar, Maha Melihat (Q.S An-Nisa 
4: 58) 
 

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwasanya Allah 

telah memerintahkan umatnya, untuk menetapkan hukum 

                                                             
10

 Boedi Abdullah. Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah). 

(Bandung: Cv Pustaka Setia 2012). Hlm.22 
11

 A. Djazuli, Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-

Rambu Syariah(Jakarta: Pernada Media Group, 2007), Hlm.73 
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dengan adil dan menjalankan peranya sebagaimana mestinya 

demi kepentingan masyarakatnya.  

Di kutip dari William Tordoff dan Raul P. De Guzman, 
mengungkapkan betapa efektifnya pelaksanaan program yang 
tidak lepas dari dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan 
yang ditetapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
dan pencapaian tujuan program yang sedang berjalan12.  

 

Maka pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan 
pada Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Reklamasi 
Pascatambang yang guna menjaga dan memulihkan fungsi 
ekologis alam. Penulis akan melihat pada kententuan 
pemerintah apakah dapat meningkatkan persoalan mengenai 
pengembalian fungsi lingkungan, dengan berdasarkan pada 
perUndang-Undangan yang telah diperbaharui. Penulis juga 
akan melihat bagaimana sikap yang telah diambil oleh 
pemerintah dalam pelaksanaan reklamasi pascatambang, 
apakah telah berkontribusi secara langsung terhadap 
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan 
kehutanan. Sebab, suatu persoalan akan dapat diselesaikan 
dengan baik jika dukungan yang diberikan sesuai dengan 
kondisinya.  

Oleh karena itu, penulis akan membahas masalah 
tersebut dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul 
Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Reklamasi 
Pascatambang Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah 
(Studi PT Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah).  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
12

 Abdul Bashith, Ekonomi Kemasyarakatan Visi & Strategi Pemberdayaan 

Sektor Ekonomi Lemah, (Malang, Uin-Maliki Press (Anggota Ikapi), 2012), Hlm.38. 
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B. Rumusan masalah  

Dari latar belakang di atas maka penulis dapat 
merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu:  
1. Bagaimana peran pemerintah terhadap pelaksanaan 

Reklamasi Pascatambang ditinjau dari hukum positif? 
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung 

Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang perspektif Fiqh 
Siyasah?  
 

C. Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis 
sebutkan makna tujuan dalam penelitian ini yaitu:  
1. Untuk mendeskripsikan peran pemerintah dalam 

pelaksanaan Reklamasi Pascatambang agar alam tidak 
rusak dan dapat kembali sebagaimana peruntukanya.  

2. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap 
pelaksanaan reklamasi dan Pascatambang oleh pemerintah. 
 

D. Kegunaan Penelitian  
1. Kegunaan Teoritis  

a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan 
sumbangan referensi bagi penelitian selanjutnya yang 
berhubungan dengan pelaksanaan Reklamasi 
Pascatambang oleh pemerintah. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan 
sumbangsih pengetahuan kepada pengusaha maupun 
lembaga pemerintahan agar dapat menjalankan 
kewajibanya sebagaimana yang telah diamanatkan 
oleh Undang-Undang. 

2 Kegunaan Praktis  

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan agar dapat 
digunakan untuk memperluas ilmu pengetahuan bagi 
penulis, guna memenuhi syarat akademik dalam 
menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Universitas 
Islan Negeri fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. 

c. Untuk menjadi bahan bacaan terhadap pembaca. 
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d. Penunjang bagi kalangan akademisi, masyarakat dan 
dapat dijadikan sebagai acuan terhadap penelitian 
selanjutnya. 
 

E. Batasan Masalah 

Dalam pembahasan Peran Pemerintah Terhadap 
Reklamasi Pascatambang Perspektif Hukum Positif dan Fiqh 
Siyasah ( Studi PT Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah),  
penulis membatasi masalah dalam skripsi ini yaitu hanya 
berfokus pada bagaimana peran pemerintah khususnya 
Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap 
reklamasi dan pascatambang dengan adanya Undang-Undang 
No. 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 
2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara,  yang 
berkaitan erat dengan pertambangan yakni Kementrian Energi 
dan Sumber Daya Mineral, selaku pihak pemerintah yang saat 
ini menjalankan pengelolaan dalam pelaksanaan pertambangan 
secara penuh. Maka akan mengetahui apa peran pemerintah 
terhadap terbengkalainya lahan tambang yang telah berhenti 
beroprasi. 

Kajian berdasarkan fiqh siyasah juga penulis batasi yakni 
menggunakan kajian siyasah syar’iyyah yang merupakan 
pembagian dari fiqh siyasah. Siyasah syariyyah membahas 
mengenai kewenangan seorang pemimpin dalam menetapkan 
kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan 
umat.  

F. Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu merupakan upaya penulis untuk 
dapat menemukan perbandingan dengan penelitian yang telah 
ada sebelumnya. Tujuanya agar dapat memberikan kepastian 
posisi penelitian yang telah dilakukan dengan keaslianya 
dengan berdasarkan pada penelitian sebelumnya. Maka disini 
penulis akan mencantumkan penelitian terdahulu yang terkait 
dengan pembahasan yaitu:  

1. Skripsi  
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1) Penelitian yang dilakukan oleh Jaddul Haq dengan 
judul “Peran Pemerintah Kabupaten Tebo Terhadap 
Reklamasi Pascatambang Batubara di Desa Rantau 
Api Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo 
No.10 Tahun 2009”.13 Dalam penelitian terdahulu 
menjelaskan mengenai peran pemerintah terkait 
reklamasi beserta faktor yang mempengaruhi dalam 
pelaksanaan reklamasi Pascatambang sehingga dapat 
dijadikan sebagai analisis lebih lanjut tentang sumber 
daya alam yang berkelanjutan dan tidak hanya 
berhenti saat ini karena diabaikan begitu saja. 
Penelitian ini juga membahas menggunakan peraturan 
Daerah. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu 
sama-sama membahas mengenai peran pemerintah 
terhadap Reklamasi Pascatambang agar dapat 
mencapai kemaslahatan bagi masyarakat seperti yang 
diamanatkan Undang-Undang. Perbedaanya dengan 
penelitian terdahulu yaitu mengenai analisis dari 
peran pemerintah terhadap pelaksanaan Reklamasi 
Pascatambang yang terdahulu penelitian di 
pertambangan yang masih aktif namun yang sekarang 
pada pertambangan yang benar benar telah berhenti 
beroperasi. Dengan tujuan untuk menemukan 
permasalahan yang terjadi dan dapat mengembalikan 
fungsi lingkungan sebagaimana mestinya. Dalam 
penelitian yang sekarang yaitu menganalisis 
berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 
perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yaitu 
hampir secara umum karena pengawasan yang juga 
telah disentralisasikan.  

2) Penelitian yang dilakukan oleh Lia Junita dengan 
judul “Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Atau Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara 

                                                             
13

 Jaddul Haq. Peran Pemerintah Kabupaten Tebo Terhadap Reklamasi 

Pascatambang Batu Bara Di Desa Rantau Api Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tebo No.10 Tahun 2009.(Syariah.Uin Sutha Jambi.2021) 
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Menurut Hukum Positif dan Siyasah Dusturiyah.”14 
Dalam penelitian ini membahas mengenai 
kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan 
pertambangan batubara dan juga tinjauan mengenai 
kewenangan pemerintah daerah berdasarkan siyasah 
dusturiyah. Kewenangan daerah berdasarkan Undang-
Undang No. 4 tahun 2009 menyatakan bahwasanya 
pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam 
pengelolaan pertambangan mineral dan batubara 
pada butir (b) pemberian IUP dan IUPR pembinaan 
penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan 
usaha pertambangan di wilayah kabupaten atau kota 
dan atau wilayah laut sampai dengan 4 mil. Butir (k) 
pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan 
Pascatambang dan aturan tersebut tidak sesuai 
dengan peraturan pemerintah pengganti PERPU No. 1 
tahun 2004 tentang kehutanan tentang perubahan atas 
Undang-Undang No.  41 tahun 1999 tentang 
kehutanan. Persamaannya yaitu sama-sama 
membahas mengenai peran pemerintah dan juga 
berdasarkan undang-undang tentang mineral dan 
batubara sedangkan. perbedaannya yaitu dalam 
penelitian ini membahas mengenai peran pemerintah 
yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam 
sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 3 
tahun 2020 atas Undang-Undang No. 9 tahun 2009 
tentang pertambangan mineral dan batubara yakni 
pemerintah pusat c.q Kementrian Energi Dan Sumber 
Daya Mineral.  

 
2. Jurnal  

1) Penelitian yang dilakukan oleh Sarita Oktorina dengan 
judul Kebijakan Reklamasi dan Revegetasi Lahan 
Bekas Tambang (Studi Kasus Tambang Batubara 

                                                             
14

 Lia Junita. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam 

Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah. Hukum Tata 

Negara Iain Bengkulu 2020 
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Indonesia).15 Dalam penelitian ini penulis menemukan 
bahwasanya suatu lahan dapat begitu saja 
direvegetasi. Oleh karena itu, keberhasilan revegetasi 
lahan bekas tambang hanya dapat dicapai dengan 
memadukan pembenahan tanah, pemilihan jenis dan 
penerapan teknik silvikultur yang tepat. Reklamasi 
dinilai berhasil apabila telah memenuhi kriteria 
keberhasilan reklamasi yang ditetapkan. Dalam hal ini 
untuk kegiatan revegetasi perlu memperhatikan 
antara jenis tanaman yang dipilih dan syarat tumbuh 
tanaman dengan kondisi lahan, agar kriteria 
keberhasilan reklamasi dapat tercapai. Persamaan 
dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama 
membahas mengenai suatu cara agar penilaian dan 
pengawasan dapat dilakukan dengan maksimal. 
Perbedaanya dengan penelitian terdahulu yaitu 
penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai 
bagaimana peran pemerintah terhadap pelaksanaan 
reklamasi yang masih belum diselesaikan namun IUP 
telah berakhir, sehingga mengakibatkan 
terkendalanya keberlangsungan dari lingkungan 
hidup dan menghambat keberhasilan dalam 
pelaksanaan revegetasi. Hingga akan lebih mengacu 
pada bagaimana pelaksanaan pengawasan yang 
dilakukan oleh pemerintah agar lebih baik sehingga 
dapat mengembalikan fungsi lingkungan. 

2) Penelitian yang dilakukan oleh dosen fakultas hukum 
universitas Mulawarman yaitu Wiwik Harjanti 
dengan judul “Upaya Alternatif Bagi Pemerintah 
Indonesia dalam Mengurangi Dampak Negatif 
Kegiatan Pertambangan di Indonesia”.16 Dalam 
penelitian ini membahas mengenai upaya yang dapat 

                                                             
15

 Sarita Oktorina, Kebijakan Reklamasi Dan Revegetasi Lahan Bekas Tambang 

(Studi Kasus Tambang Batubara Indonesia) Jurnal Teknik Lingkungan Vol.3 No.1. 

Agustus 2017. Hlm.16-20 
16 Wiwik Harjanti. Upaya Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam 

Mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Di Indonesia.  Risalah Hukum. 

Edisi No.3 tahun 2006 
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dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi 
dampak negatif yang timbul dan memperbaiki kinerja 
dalam sektor pertambangan, sehingga dapat 
mengontrol kerugian masyarakat dan juga ekologi 
Indonesia pada dampak pertambangan pada 
khususnya. Hasil dalam penelitian ini yaitu mengenai 
upaya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu (1) 
regulasi dengan mencabut kebijakan di bidang 
pertambangan secara hierarki yang bertentangan 
dengan undang-undang 1945, (2) berhati-hati dalam 
membuat kebijakan di bidang pertambangan, (3) 
membuat standar pengelolaan lingkungan hidup 
dalam industri pertambangan, (4) membuat kebijakan 
dibidang pertambangan yang berpihak kepada rakyat 
yang (5) memberi perlindungan kepada masyarakat di 
sekitar lokasi pertambangan.Persamaanya yaitu sama 
sama membahas mengenai peran pemerintah dalam 
pelaksanaan penjagaan lingkungan hidup, karena 
dampak adanya Pertambangan. Perbedaanya yaitu 
penulis lebih menekankan pada peran pemerintah 
yang berkaitan erat dengan pelaksanaan 
pertambangan yaitu kementrian energi dan sumber 
daya mineral karena setelah adanya perubahan 
Undang-Undang No. 3 tahun 2020 atas Undang-
Undang No. 4 tahun 2009 kewenangan mengenai 
pertambangan telah diresentralisasikan.  
 

G. Metode Penelitian  
1) Jenis dan pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis 
sosiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif 
bersifat deskriptif dengan bentuk penelitian lapangan. 
Dalam penelitian ini menggunakan model peraturan 
perUndang-Undangan dan pola perilaku yang berkaitan 
dengan hukum.  

Pada dasarnya jenis penelitian ini mengkaji ketentuan 
hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam 
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kenyataannya dilapangan.17 Dengan maksud untuk 
mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang 
dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul 
kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada 
akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.18 

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu 
pendekatan kualitatif yaitu dengan membahas dan 
menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan 
norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang 
relevan dengan pokok permasalahan. Kemudian data yang 
telah diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-
uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. 
Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan 
dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan 
dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga 
merupakan satu kesatuan yang utuh. Data yang diperoleh 
disini dalam bentuk kata-kata bukan bentuk angka 
ataupun hitungan.19 Sifat penelitian ini yaitu deskriptif 
atau suatu penelitian yang bertujuan untuk 
menggambarkan suatu kejadian in action.  

 
2) Waktu dan Lokasi Penelitian  

Waktu yang penulis gunakan dalam penelitian 
skripsi ini di mulai pada bulan November hingga 
Desember 2021. Lokasi yang penelitian yakni PT DMH di 
desa Bajak, kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten 
Bengkulu Tengah. Alasan penulis menggunakan objek 
tambang PT Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah karena 
perusahaan ini merupakan pertambangan batubara yang 
paling tua yang telah berhenti beroprasi dan tidak dapat 
lagi melakukan perpanjangan   dan tidak Untuk mencari 
data maka peneliti akan datang ke Dinas Sumber Daya 
Mineral, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

                                                             
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, Hlm.9 
18

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2002), Hlm.15 
19

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:Remaja 

Rosdakarya, 2006). Hlm.6 
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WALHI kota Bengkulu dan Kanopi Indonesia Hijau Kota 
Bengkulu.  

 
3) Subjek/informan penelitian  

 Pengambilan sampel dilakukan secara Random 
sampling dengan Teknik purposive sampling. Sampel dari 
populasi dalam penelitian ini adalah Pengawas 
Pertambangan/Inspektur tambang yakni dengan Bapak 
Heru Irwanto selaku inspektur tambang Kementrian ESDM 
penempatan di Bengkulu, Dinas Energi Sumber Daya 
Mineral yakni bapak didi ardiansyah selaku ketua seksi 
pengusahaan mineral logam dan batubara, Dinas 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni bapak asep 
Yohana selaku analisis pengembangan hutan dan juga 
pemerhati lingkungan yaitu WALHI penulis ambil subyek 
yakni bapak abdullah Ibrahim ritonga selaku ketua 
WALHI Bengkulu dan KANOPI Bengkulu yakni bapak 
Saman Lating selaku tim advokasi merupakan organisasi 
pemerhati lingkungan yang juga pengawasan masyarakat 
terhadap pelaksanaan pertambangan. Sample dari populasi 
tersebut yakni PT Danau Mas Hitam. Alasan penulis 
mengambil sampel PT Danau Mas Hitam yaitu keadaan 
yang lebih mendukung karena IUP Operasi produksinya 
telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang kembali 
sebagaimana ketentuan perundang-undangan  dengan 
telah ditentukan secara random sampling.  

 
4) Sumber dan Teknik Pengumpulan Data  

a. Sumber data 
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian 
adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.20 Maka 
jika dilihat dari sumbernya data yang akan 
dikumpulkan yaitu: 
1. Sumber primer, yaitu data yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti (petugasnya) dari 

                                                             
20

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta:Rineka Cipta.2014).Hlm. 129. 
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sumber pertamanya.21 Yaitu pihak-pihak yang 
bersangkutan langsung dengan peneliti di lapangan 
yaitu Dinas Sumber Daya Mineral, Dinas 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, WALHI kota 
Bengkulu dan Kanopi Indonesia Hijau Kota 
Bengkulu. 

2. Sumber sekunder, yaitu data yang langsung 
dikumpulkan oleh penulis sebagai penunjang dari 
sumber pertama dapat pula dikatakan data yang 
tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.22 Buku 
yang bersangkutan dengan topik dari penelitian ini 
yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder 
dan tersier.  
 

b. Teknik pengumpulan Data  
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu: 
1. Wawancara 

Beberapa metode pengumpulan data dalam 
penelitian kualitatif, yang paling sering digunakan 
adalah wawancara23. wawancara adalah proses yang 
penting dalam melaksanakan suatu penelitian 
khususnya dalam penelitian yang bersifat kualitatif. 
Berusaha untuk mendapatkan kerjasama yang baik 
dari objek kajian, wawancara dimanfaatkan sebagai 
saranan penunjang informasi yang berhubungan 
dengan fakta dan untuk memenuhi tujuan 
penelitian. Dalam wawancara mengharuskan kedua 
belah pihak baik itu peneliti maupun objek kajian 
bertemu dan berinteraksi langsung dan aktif agar 
dapat mencapai tujuan dan data yang didapat baik 
dan akurat.24 

                                                             
21

 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987), Hlm. 93. 
22

Sumadi Suryabrata,......... Hlm.94 
23

 Imami Nur Rachmawati, Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: 

Wawancara, Vol 11, No 1 (2007) 
24

 Newman, Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif 

(Jakarta: 2013) Hlm.493 

http://jki.ui.ac.id/index.php/jki/issue/view/21
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Wawancara yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu menggunakan pedoman wawancara semi 
terstruktur karena wawancara dilakukan dengan 
menanyakan sebuah rentetan pertanyaan yang 
sudah tersetruktur namun satu persatu diperdalam 
dengan mengorek keterangan yang lebih lanjut 
dengan begitu maka jawaban yang diperoleh dapat 
meliputi semua variabel dengan keterangan yang 
lengkap dan mendalam 

Wawancara yang peneliti lakukan yaitu 
kepada: 

a. Kepala Bidang Batubara di Dinas Energi 
Sumber Daya Mineral di Kota Bengkulu (satu 
orang) sebagai pihak yang mengelola 
mengenai pertambangan di daerah 
berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang 
pertambangan Mineral dan Batubara 

b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan provinsi Bengkulu (satu orang)  
sebagai pihak penegak hukum mengenai 
pengelolaan lingkungan hidup yang bertugas 
mengawasi dan mengendalikan kerusakan 
lingkungan akibat eksploitasi sumber daya  
alam dan lain-lain. Berdasarkan UU No. 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
pengelolaan Lingkungan Hidup.  

c. Inspektur tambang kementrian Sumber Daya 
Mineral penempatan di Provinsi Bengkulu 
(satu orang) sebagai pihak yang 
melaksanakan pengawasan dan pembinaan 
dalam pengelolaan pertambangan 
berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 maupun 
UU No. 3 Tahun 2020 Tentang pertambangan 
Mineral dan Batubara  

d. WALHI Bengkulu (satu orang) sebagai pihak 
pemerhati lingkungan, untuk pemenuhan 
keadilan pemerataan sosial, pengawasan 
rakyat atas kebijakan pengelolaan lingkungan 
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hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat, 
serta penyelengaraan pemerintahan yang adil 
dan demokratis.25 

e. Kanopi Hijau Indonesia di Bengkulu (satu 
orang) selaku  pihak pemerhati lingkungan 
yang memiliki tujuan membangun kekuatan 
rakyat guna mempertahankan hak mereka 
untuk hidup sebagai bagian dari negara.  

2. Observasi  
Pengamatan kualitatif bersifat secara alami. 

Pengamatan yang bersifat kualitatif diterapkan 
dalam konteks peristiwa alam, mengikuti aliran 
alami kehidupan yang diamati, yang tidak dibatasi 
oleh kategorisasi ukuran (kuantitatif) dan tanggapan 
yang dapat diprediksi.26 

Pengamatan merupakan salah satu sarana 
pengumpulan data, yang terbilang tua, dahulu para 
ahli filsafat menggunakan pengamatan terhadap 
masyarakat hingga menghasilkan nilai yang 
dianggap berlaku dalam masyarakat.27 

Observasi yang penulis lakukan yakni di lokasi 
lahan bekas tambang yakni PT DMH di Bengkulu 
Tengah.  

3. Dokumentasi  
 Dokumentasi juga salah satu cara yang 

digunakan untuk mencari data yang ada dilapangan 
mengenai hal yang diteliti.28 Dokumentasi yaitu 
pengumpulan data-data yang didapatkan di 
lapangan baik berupa foto maupun catatan.   

 
 

                                                             
25 Misi WALHI Bengkulu, http://www.walhibengkulu.org/p/about.html 
26

 Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi, Fakultas Dakwah Dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Semarang, At-Taqaddum, Volume 8, No.1, Juli 

2016 
27

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum.Cet.3 (Jakarta:Ui Press 

1986). Hlm.206 
28

 Suharsimi Arikunto.prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. 

Cet.15(Jakarta:Rineka Cipta 2020).Hlm.274 
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5) Teknik Analisis Data 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang 

menggunakan metode analisis Miles dan Huberman, yang 
telah mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 
secara terus menerus sampai tuntas, analisis terdiri dari 
tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 
reduksi data, penyajian data, penarikan 
kesimpulan/verifikasi29. Aktivitas dalam analisis data, 
yaitu:   
1. Reduksi Data/Data Reduction  

Data lapangan yang diperoleh akan cukup 
banyak. Oleh sebab itu, peneliti harus cukup lebih 
teliti. Mereduksi data berarti: meringkas, memilah 
dan fokus pada yang lebih penting, dicari tema dan 
polanya juga mengurangi apa yang tidak perlu. Data 
yang telah minimalkan akan memberikan gambaran 
yang jelas dalam melakukan pengumpulan data. 

2. Penyajian Data/Data Display  
Kegiatan setelah mereduksi data, langkah 

berikutnya yaitu mendisplaykan data. Display data 
dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam 
bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar 
kategori. Kejadian sosial bersifat kompleks dan 
dinamis sehingga apa yang ditemukan saat memasuki 
lapangan akan berkembang sehingga penelitian yang 
akan berlangsung membutuhkan waktu yang cukup 
lama.  

3. Conclusion Drawing/verification 
Selanjutnya yakni pengambilan kesimpulan. 

Hipotesis yang dikemukakan masih bersifat sementara 
dan akan berubah, namun bila tidak ditemukan bukti-
bukti yang kuat dan mendukung pada tahap 
pengumpulan data berikutnya maka harus ditelaah 
dengan lebih detail. Kesimpulan yang diharapkan 
dalam penelitian kualitatif nantinya menemukan 
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M Milles Dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas 
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temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 
Temuan dapat berupa deskripsi suatu objek yang 
sebelumnya masih belum jelas. 

 
H. Sistematika Penulisan  

Untuk memberikan gambaran mengenai sistematika 
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam 
penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu 
sistematika penulisan hukum, untuk memudahkan 
pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. 
sistematika penulisan hukum sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 
Kegunaan penelitian, Batasan masalah, penelitian 
terdahulu, metode penelitian hukum, dan sistematika 
penulisan.   

 
BAB I KAJIAN TEORI  

Kajian teori merupakan kajian penulis terhadap 
karya/teori dari berbagai referensi terkait dengan 
substansi penelitian, yang berarti kajian teori tu berisi 
tentang penjelasan dasar dari pemikiran mengenai 
masalah yang dibahas, yang terdiri dari , teori hukum 
positif, konsep peran pemerintah, konsep reklamasi 
pascatambang, danfiqh siyasah dusturiyah.  

 
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN  

Dalam bab ini mengenai gambaran umum 
objek penelitian maka berisi mengenai gambaran dari 
objek penelitian yang berkenaan dengan judul dan 
masalah yang diteliti. Yaitu terdiri dari gambaran 
umum mengenai pertambangan di provinsi 
Bengkulu, lalu menuju pada profil perusahaan 
pertambangan PT Danau Mas Hitam. 
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BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Pada bagian ini penulis akan menguraikan 

mengenai hasil dari penelitian yang akan dijawab, 
yaitu mengenai peran pemerintah terhadap 
pelaksaaan reklamasi pascatambang yang ditinjau 
dari hukum positif dan juga siyasah dusturiyah.  

 
BAB V PENUTUP 

Pada bagian ini akan berisikan uraian 
jawaban dari masalah penelitian sesuai dengan tujuan 
penelitian, juga akan mendeskripsikan saran saran 
yang berhubungan dengan penelitian.  

 
DAFTAR PUSTAKA  

Dalam daftar Pustaka, poin terakhir dalam 
penelitian ini yang memuat pustaka yang dirujuk 
dalam skripsi ini. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Hukum Positif  
1. Pengertian  

 
Menurut Immanuel Kant hukum adalah 

keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak 

bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri 

dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti 

peraturan hukum tentang kemerdekaan.30 Menurut Prof. 

Dr. E. Utrecht hukum adalah himpunan petunjuk hidup 

(perintah-perintah dan larangan-larangan) yang 

mengatur tata-tertib dalam suatu masyarakat, 

seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang 

bersangkutan, karena pelanggaran petunjuk hidup 

tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak 

pemerintah.31 Menurut Prof. Dr. R. Van Dijk suatu ciri 

hukum adalah hendak melindungi, mengatur dan 

menyediakan keseimbangan antara kepentingan 

kepentingan individu dalam masyarakat.32  

Hukum positif merupakan hukum yang condong 

pada kognisi atau secara akurat condong pada kognisi 

sebagai sebuah tugas.33 Hukum positif juga diakui 
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 Soeroso.... Hlm. 27 
31

 Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia (Bandung: C.V Armico, 1985), Hlm. 

22 
32

 R. Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Terj. Mr. A. Soehardi, 

(Bandung: Mandar Maju, 2006), Hlm. 02. 
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 R. Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia …… Hlm.50 
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sebagai fenomena yang dikondisikan berdasarkan faktor 

spasial dan temporal.34 

Hukum itu bersifat nasional, fokus perhatiannya 

yaitu pada hukum yang berlaku sebagai das sein dan das 

sollen. Hukum sebagai das sollen yakni hukum sebagai 

suatu keharusan yang bertumbuh dan berakar pada 

dunia kenyataan atau kemasyarakatan, sedangkan das 

sein diarahkan untuk menata dan mengatur dunia 

kenyataan kemasyarakatan atau yang berkenaan dengan 

berlakunya kaidah-kaidah hukum positif.35 

Pemerintah mempunyai kepentingan langsung 

untuk menciptakan suatu kondisi dalam menjalankan 

pemerintahannya. Oleh sebab itu, dengan adanya 

penegakan hukum yang baik maka akan muncul pula 

stabilitas masyarakat. Kepastian dalam penegakan 

hukum akan mengarah pada stabilitas masyarakat dan 

kepastian hukum juga merupakan suatu hal yang 

menjadi dambaan oleh setiap warga negara, dengan 

adanya kepastian hukum akan menciptakan rasa aman 

dan nyaman oleh masyarakat. 

2. Unsur dan ciri-ciri  

Setelah melihat definisi hukum, dapat diambil 

kesimpulan bahwa hukum positif meliputi beberapa 

unsur, yaitu:36 
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 R. Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia … Hlm.54 
35

 Meuwissen. Terjemahan B Arab Sidharta Tentang Pengembangan Hukum, 

Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum. (Bandung: PT Refika Aditama.2009). 
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 Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai 
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a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam 

pergaulan masyarakat 

b. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang 

berwajib. 

c. Peraturan bersifat memaksa. 

d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut 

adalah tegas. 

Kemudian, Ciri-ciri hukum dapat disimpulkan 

sebagai berikut37: 

a. Terdapat perintah/larangan. 

b. Perintah dan/larangan tersebut harus dipatuhi 

setiap orang. 

  Setiap masyarakat masing-masing mempunyai 

bahasa dan hukumnya sendiri. Setiap bahasa memiliki tata 

bahasanya sendiri, begitupun hukumnya yang memiliki tata 

hukum sendiri. Tata hukum yang berlaku pada waktu 

tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu itulah yang 

disebut hukum positif. Atau dapat pula diartikan 

bahwasanya hukum positif adalah hukum yang berlaku 

sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu 

daerah tertentu.38 

  Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri 

dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum 

tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum positif 

Indonesia ada dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber 

hukum formil. Sumber hukum materiil adalah kesadaran 
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28 
 

hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup 

dalam masyarakat yang dianggap seharusnya.39 

 

3. Tujuan dan Fungsi Hukum  

Hukum selalu melekat pada manusia bermasyarakat. 

Dengan berbagai peran hukum, Hukum memiliki fungsi:40 

a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, 

sehingga dapat berjalan tertib dan teratur. Berdasarkan 

kewenangan pemerintah terhadap pengelolaan 

pertambangan yakni melakukan pengawasan  

b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. 

Dengan memberi keadilan dalam penggunaan sumber 

daya alam dan juga dalam pengelolaan lingkungan agar 

tidak ada masyarakat yang mengalami dampak negatif 

terhadap pertambangan.   

c. Sebagai penentuan alokasi wewenang acara terperinci 

siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan 

(penegak) hukum, siapa yang harus mentaatinya, siapa 

yang memilih sanksi yang tepat dan adil.  

 

4. Sumber Hukum 

 Sumber hukum diklasifikasikan kedalam dua bentuk 

yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. 

Sumber hukum formil menjadi determain formil atau 

membentuk hukum (formele determinanten van de 

rechtsvorming), yang menentukan berlakunya hukum. 
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 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 37. 
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Sedangkan sumber-sumber hukum materiil membentuk 

hukum (materiele determinanten van derechtsvorming), yang 

menentukan isi dari hukum. Sumber hukum yang formil 

adalah: 

Adapun sumber hukum formil adalah tempat 

dimana kita dapat menemukan hukum, prosedur atau cara 

pembentukan Undang-Undang. Oleh sebab itu penulis 

menggunakan beberapa sumber hukum formil sebagai 

acuan dalam penelitiana ini. Yang termasuk sumber hukum 

formil adalah.41  

Undang-Undang.  

Undang-Undang adalah suatu peraturan yang 

mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara 

oleh penguasa negara, dan dilaksanakan oleh pelaksanan 

negara yakni pemerintah. Contohnya Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah, Peraturan perUndang-Undangan dan 

sebagainya. 

 

B. Konsep Peran Pemerintah  

1. Pengertian Peran dan Kewenangan Pemerintah  

Pemerintah yang dimaksud disini yakni 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, namun tetap 
menitik beratkan pada kewenangan pemerintah pusat 
yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan 
Pertambangan Batubara, pemerintah pusat dalam hal ini 
yang dimaksudkan yakni Mentri Energi dan Sumber 
Daya Mineral.  sesuai degan adanya perubahan 
Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 atas Undang-
Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan 
Mineral dan Batubara. Teori peran adalah sebuah teori 
yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan 
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antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori 
orientasi maupun disiplin ilmu teori peran berbicara 
tentang istilah peran yang biasa digunakan dalam dunia 
teater, dimana seorang aktor dalam teater harus 
bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya 
sebagai tokoh yang diharapkan untuk berperilaku 
sesuai yang dikehendaki.42 Maka Peran seorang aktor 
tersebut memiliki batasan yang dirancang oleh aktor 
lain yang saling terkait dan mengisi, dan sama-sama 
berada dalam satu peran (role perfomance).43 

Secara umum pengertian peran adalah 
kehadiran di dalam menentukan suatu proses 
keberlangsungan. Menurut  Alvin L. Bertrand yang 
dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang 
diharapkan dari seseorang yang memangku status atau 
kedudukan tertentu. 

Pemerintah secara umum ialah organ/alat atau 
aparat yang menjalankan pemerintahan, mengatur 
urusan negara, dan memutus permasalahan negara 
demi kemakmuran rakyatanya dan ekonomi negara.44 
Pemerintah dalam arti sempit adalah organ/alat 
perlengkapan negara yang diserahi tugas pemerintahan 
atau melaksanakan Undang-Undang.45 Dapat 
disimpulkan bahwa peran pemerintah ialah hubungan 
antara pemerintah dengan yang diperintah guna 
mencapai tujuan yang ingin yang diinginkan 
berdasarkan tugas yang telah diamanatkan oleh 
Undang-Undang. 

Peran dapat membimbing seseorang dalam 
berperilaku, karena fungsi peran yaitu memberi arah 
pada proses sosialisasi; pewarisan tradisi, kepercayaan, 
nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan, dapat 
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mempersatukan kelompok atau masyarakat; dan 
menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga 
dapat melestarikan kehidupan masyarakat. 

Peranan pemerintah seperti yang dikemukakan 
oleh Sondang P. Siagian peranan pemerintah pada 
umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi 
pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis 
kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan 
hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum 
dan keamanan.46 

Kewenangan (authority) Menurut H.D. Stout 
yang dikutip Ridwan HR,  

Kewenangan adalah ”Keseluruhan aturan-
aturan yang berkenaan dengan perolehan dan 
penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek 
hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.47   

Kewenangan selalu berkaitan dengan kekuasaan 
yang juga  bersifat formal yang didapatkan berdasarkan 
atas dasar pemberian Undang-Undang.48 Dalam 
melaksanakan suatu kewenangan maka butuh peran 
yang baik dari pemerintah itu sendiri.  

Pemerintah dalam menjalankan perannya yang 
sesuai dengan kewenangan yang dimiliki maka harus 
menjadi “good governance” dalam melakukan suatu 
tindakan yakni tidak boleh jauh dari asas 49: 

a) asas bertindak cermat, yaitu setiap tindakan 
harus berdasarkan pada informasi dan dokumen 
yang akurat agar dapat menjadi suatu keputusan 
yang baik dan demi mendukung legalitas 
keputusan itu sendiri. Pemerintah harus lebih 
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49
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teliti dalam melaksanaan pengawasan dan 
pembinaan reklamasi pascatambang sehingga 
dapat meningkatkan kesadaran para pengusaha 
untuk melakukan reklamasi pascatambang sedini 
mungkin.  

b) Asas Ketidak berpihakan yakni adanya suatu 
penetapan keputusan yang selalu 
mempertimbangkan kepentingan para pihak 
secara keseluruhan dan tanpa adanya 
diskriminatif.  Pemerintah harus mengutamakan 
kepentingan masyarakat dengan tidak memihak 
pada perusahaan dalam pelaksanaan reklamasi 
pascatambang meskipun perusahaan telah 
menempatkan jaminan reklamasi maupun 
jaminan pascatambang. 

c) Asas Keterbukaan, yakni pelayanan pemerintah 
terhadap masyarakat harus berdasarkan 
transparansi data hingga dalam penyelenggaraan 
pemerintahan tetap memperhatikan 
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, 
dan rahasia negara. Yaitu dengan sifat 
keterbukaan terhdap dokumen mengenai 
reklamasi dan juga pascatambang, jaminan 
reklamasi maupun masyarakat. Agar masyarakat 
dapat lebih mudah dalam melaksanakan peranya 
yakni mengawasi pertambangan di sekitarnya.  

d) Asas penyelenggaraan kepentingan umum yakni 
asas yang mengutamakan kesejahteraan dan 
kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, 
akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. 
Yakni pelaksanaan kewenangan pemerintah 
dalam hal mengutamakan kesejahteraan umum 
dalam menetapkan suatu keputusan agar tidak 
menimbulkan kemudharatan kepada khalayak 
umum.  
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C. Konsep Reklamasi Pascatambang  

1. Pengertian  

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan 

sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, 

memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan 

ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai 

peruntukannya.50 Lingkungan yang baik dan bersih 

merupakan harapan semua bangsa dan negara oleh 

sebab itu diperlukan kegiatan reklamasi yang 

merupakan kegiatan pemulihan bekas lahan tambang 

sebagaimana mestinya dan tetapi sesuai pada rencana 

Reklamasi Pascatambang yang direncanakan, agar dapat 

berdaya guna kembali sebagaimana peruntukanya. 

Kegiatan Reklamasi merupakan program wajib 

yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan, yang 

diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf K Undang-Undang 

No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan 

pertambangan termasuk kegiatan Reklamasi 

Pascatambang wajib dilakukan oleh pemerintah pada 

lokasi IUP dan IUPK demi penerapan teknik 

pertambangan yang baik.  

Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya 

disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, 

sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh 

kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi 
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lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal 

diseluruh wilayah Penambangan.51 

2. Ruang lingkup  

Pelaksanaan kegiatan reklamasi dimulai dari 

eksplorasi, pembersihan lapangan penggalian tanah 

pucuk dan penggalian batubara penataan lahan 

revegetasi, termasuk penyiapan pembibitan dan 

pemeliharaan serta evaluasi hasil kegiatan. Apabila 

berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan 

reklamasi menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak 

memenuhi kriteria keberhasilan, menteri dapat 

menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi 

Pascatambang dengan dana jaminan.52 Pelaksanaan 

reklamasi dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan 

setelah tidak ada lagi kegiatan usaha pertambangan pada 

lahan yang terganggu setelah dilaksanakan harus 

menyampaikan laporan pelaksanaan reklamasi setiap 

tahun. 

Rencana pascatambang sebagaimana disusun 

berdasarkan dokumen-dokumen hidup yang telah 

disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perUndang-Undangan dibidang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Tahapan Pascatambang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No.78 Tahun 2010 tentang Reklamasi 

Pascatambang yang harus terlebih dahulu melalui izin 
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dari menteri yaitu perencanaan pascatambang, 

penempatan jaminan pascatambang, pelaksanaan 

pascatambang, dan pelepasan atau pencairan jaminan 

Pascatambang. 

Program pascatambang yang harus dipenuhi oleh 

pemegang IUP yakni53 : 

1. Reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan 

di luar bekas tambang; 

2. Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi;  

3. Pemeliharaan hasil Reklamasi; dan  

4. Pemantauan. 

 

D. Fiqh Siyasah  

Teori fiqh siyasah dalam penelitian ini akan penulis 

gunakan untuk menjawab permasalahan mengenai peran 

pemerintah ditinjau dari fiqh siyasah.  

1. Pengertian fiqh siyasah  

Fiqh adalah menegtahui, memahami, dan 

menanggapi suatu dengan sempurna. Fiqh identik dengan 

syariat islam yakni suatu upaya fuqaha dalam menerapkan 

syhariat islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fiqh 

secara terminologi adalah pengetahuan tentang hukum-

hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal 

perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil 

(terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang 

diambil dari dasardasarnya, Al-Quran dan Sunnah).54 
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 Siyasah menurut bahasa adalah mengandung 

beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, 

memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan 

politik.55 Konteks fiqh siyasah ini berkaitan dengan sabab-

musabab segala aspek yang berkaitan dengan negara, 

kehidupan umat, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat 

oleh penguasa untuk mencapai kemaslahatan bersama. 

Kemaslahatan yang dimaksud yaitu dampak positif yang 

nyata dari adanya pemerintahan, negara dan 

kepemimpinan.  

Fiqh Siyasah atau disebut Siyasah Syar’iyah yang 

secara etimologis dengan tambahan “ya” nisbah adalah 

sesuatu yang bersifat syar’i. Sedangkan secara terminologis 

didefenisikan oleh Abdul Wahab Khallaf (w 1357 H) 

adalah:  

تدبیرالشئون العامة للدولة الْسلامية بِا يكفل تَقيق المصالح ودفع المضار مما لْ 
دين ھلم يتفق بأقوال الأئمة المجت ا الكلية وانھحدود الشريعة وأصول 3يتعدي   

Artinya: Pengelolaan keadaan umum pemerintahan Islam untuk 
terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan 
dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat 
Islam dan prinsip-prinsip umum syariah meskipun tidak 
sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid 

 
Siyasah syar’iyah merupakan suatu bidang ilmu yang 

mempelajari hal ikhwal pengaturan urusan masyarakat 

dan negara dalam segala bentuk hukum, aturan kebijakan 

yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yag sejalan 

dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk 
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mewujudkan kemaslahatan masyarakat.56 Dalam 

pembahasan ini maka akan dikaitkan mengenai peran 

pemerintah dalam pelaksanaan reklamasi dan 

pascatambang terhadap kerusakan lahan bekas tambang 

yang terbengkalai.  

Eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan manusia 

terhadap kekayaan alam demi mewujudkan kesejahteraan 

dan kemaslahatan, maka hukumnya boleh dilaksanakan. 

Namun, harus tetap memperhatikan keseimbangan dan 

kelestarian alam. Sebagaimana fungsi alam yang 

sesungguhnya yaitu dapat dimanfaatkan secara 

berkelanjutan. Berdasarkan kaidah fiqh yakni: 

 

Artinya : Kemudaratan itu harus dihilangkan.” 

Berdasarkan fatwa ulama No. 22 tahun 2011 tentang 

pertambangan Ramah Lingkungan, penetapan ketika 

rekomendasi ke pemerintah bahwasanya pemerintah harus 

dapat bekerja lebih teliti dan cermat serta bertanggung-

jawab untuk menindak tegas dan memberi hukuman 

terhadap oknum dan perusahaan yang melanggar dan 

menyimpang dari undang-undang dan peraturan yang 

berlaku, terus mengupayakan kesadaran pendidikan 

lingkungan hidup bagi masyarakat. Dengan melaksanakan 

kewajibanya yaitu reklamasi dan 

pascatambang/pemulihan lingkungan sebagaimana 

mestinya, terhadap lahan yang telah digunakan maka 

manusia telah melaksanakan peran-Nya yaitu menjaga 
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keseimbangan alam, dan juga menjaga hak-hak masyarakat 

sebagaimana mestinya. Fiqh siyasah yang terbagi menjadi 

beberapaa bagian salah satunya yakni siyasah Syar’iyyah 

yakni mengkaji objek aqdul imamah dan wilayah ‘ala 

hurubi al- mashalih.  

2. Sumber sumber fiqh siyasah 

a. Al-Qur'an 

 Al-Qur'an adalah sumber pokok ajaran agama 

slam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan 

hukum. Al-Quran merupakan kalam Allah yang berisi 

firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di 

dalamnya. Karena al-Quran diyakini berasal dari Allah 

dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim 

harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam. 

Adapun ayat Al-Quran yang berkenaan dengan peran 

pemimpin terkait dengan pembahasan terdapat dalam 

surat an-Nisa 4:59  

ا الَّذىيۡنَ   ايَ ُّهَا نۡكُمۡ  الَْۡمۡرى  وَاوُلٰى  الرَّسُوۡلَ  وَاَطىيۡ عُوا اللّ هَ  اَطىيۡ عُوا اهمَنُ وۡى ۡ  تَ نَازَعۡتُمۡ  فاَىنۡ   ۚمى  اىلَٰ  فَ رُدُّوۡهُ  شَىۡء   فِى

نُ وۡنَ  كُنۡ تُمۡ  اىنۡ  وَالرَّسُوۡلى  اللّ هى  للّ هى  تُ ؤۡمى ر وَالۡيَ وۡمى  بِى ٖ  الْۡهخى ر   لىكَ  ذه  ٖ  
وىيۡل وَّاَحۡسَنُ  خَي ۡ ٖ  تََۡ  

 Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah a kepada Allah (al-
Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
Yang demikian tu lebih utama (bagimu) dan lebih 
baik akibatnya”.   (Q.S An-nisa 4:59)  
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b. Sunnah  

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktik 

kehidupan yang membudaya atau suatu norma 

perilaku yang diterima secara umum oleh masyarakat 

yang meyakininya meliputi segenap ucapan dan 

tingkah laku nabi. Proses periwayatan Sunnah 

biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang 

mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan 

disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman 

nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya 

dengan meneliti sederetan perawi yang 

berkesinambungan57.  

c. Ijma‟  

Dalam hukum Islam, ijma‟ merupakan suatu 

keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum 

yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara 

musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran 

kalangan ulama, mufti, ahli fiqih maupun jajaran 

pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut 

ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil 

keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka 

ijma‟ tersebut dinyatakan batal.58 

d. Qiyas 

 Qiyas adalah metode logika yang digunakan 

untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan 

dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu 
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dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau 

negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan 

bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip 

umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan 

untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai 

permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas 

biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Quran maupun 

hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum 

yang dihadapi. 

3. Prinsip Dasar Fiqh Siyasah 

Dengan adanya Fiqh siyasah maka pemimpin 

mempunyai kewenangan dalam menetapkan segala 

kebijakan disegala bidang yang mengandung 

kemaslahatan umat. Penulis mengutip prinsip dasar Fiqh 

Siyasah berdasarkan dalam buku Ilmu Hukum Dalan 

Sampul Siyasah Dusturiyah oleh Ali Akhbar Abaib Mas 

Rabbani Lubbis M.H, dalam buku tersebut menurut 

Munawir sjadzali terdapat prinsip yang terdapat dalam 

Alquran mengenai pengelolaan negara yaitu prinsip 

kedudukan manusia di muka bumi, prinsip keadilan, 

dan juga prinsip hubungan antara pemerintah dengan 

rakyat.59  

Penulis juga mengutip tambahan dengan 

pendapat berdasarkan hadist Rasulullah mengenai 

penyelenggaraan suatu negara dalam buku Suyuthi 
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Pulungan yang dikutip oleh Sri Kursiah yaitu adanya 

prinsip tanggung jawab.60  

a) Prinsip kedudukan Manusia di Bumi 

Kedudukan manusia di alam ini yang sering 

diangkat oleh para pakar adalah sebagai hamba 

yang harus beribadah kepada Allah swt. Hal ini 

didasarkan pada petunjuk ayat yang berbunyi: 

نسَ إىلَّْ لىيَ عۡبُدُونى    وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡۡىنَّ وَٱلۡۡى

Artinya:  
“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali 

agar mereka menyembah (ibadah) kepada-Ku”( Qs. Az-
Zariyat 51: 56).61  

 
Manusia diberi kelebihan oleh Tuhan dibanding 

dengan makhluk yang lainnya. Kelebihan itu baik 

pada bentuk jasmani, maupun pada struktur 

rohaninya. Manusia merupakan makhluk yang 

paling mulia diberi potensi untuk mengembangkan 

diri dan kemanusiaannya. Potensi merupakan 

modal dasar seorang manusia agar dapat 

menjalankan kewajibanya sebagaimana mestinya. 

Potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan 

melalui dunia pendidikan. Manusia dituntut tidak 

hanya semata-mata dalam konteks ibadah wajib 

seperti shalat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, 

tetapi juga segala sesuatu aktivitas yang bernilai 
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baik dalam kehidupannya yang dilakukan dengan 

tujuan pendekatan diri pada penciptanya. Sebagai 

khalifah, manusia bertugas untuk menata dunia 

sedemikian rupa sehingga dapat menjadikan 

manusia hidup sejahtera, damai, sentosa dan 

bahagia. Dengan begitu manusia sebagai khalifah 

dibumi akan dapat melaksankan amanah dan 

tanggung jawab dalam memakmurkan dunia dan 

seisinya. Sebagaimana firman allah dalam surah Al-

Hadid 57: 5 yaitu: 

وهَتى وَٱلۡأَرۡضىۚ وَإىلَٰ ٱللَّّى تُ رۡجَعُ ٱلۡأمُُورُ    لَّهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمهَ

Artinya: “ 

Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. dan 
kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan”(Qs. Al-
Hadid 57:5).62  

 
b) Prinsip keadilan  

Keadilan adalah kata jadian dari kata “adil” 

yang terambil dari bahasa Arab ‘adl. Kamus bahasa 

Arab menginformasikan bahwa kata ini pada 

mulanya berarti “sama” atau “persamaan.” 

Persamaan yang merupakan makna asal kata “adil” 

itulah yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak,” 

dan pada dasarnya pula seorang yang adil 

“berpihak kepada yang benar,” karena baik yang 

benar maupun yang salah sama-sama harus 

memperoleh haknya. Dengan demikian, melakukan 
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sesuatu “yang patut” lagi “tidak sewenang-

wenang.63  

Terkait dengan kekayaan Negara asas keadilan 

menuntut agar pengelolaannya oleh negara 

peruntukan bagi terwujudnya target syariat 

(maqashid asy-Syariah) yaitu pemenuhan kebutuhan 

pokok manusia (hifzh an-nafs) implikasi logis dari 

pandangan ini bahwa kekayaan negara harus 

dikelola untuk memenuhi kebutuhan pokok semua 

individu dan untuk menjamin standar hidup wajar 

dan terhormat bagi setiap warga masyarakat.64 

Prinsip keadilan dalah semua warga negaranya 

harus memilki hak yang sama dalam Undang-

Undang Allah yang harus dilaksanakan oleh 

manusia, agar dapat mewujudkan kehidupan yang 

sejahtera merujuk pada firman Allah swt:  

مُركُُمۡ أَن ۞
ۡ
كُمُواْ إىنَّ ٱللََّّ يََ نهَتى إىلَٰهٰٓ أَهۡلىهَا وَإىذَا حَكَمۡتُم بَ يَْۡ ٱلنَّاسى أَن تََۡ تُ ؤَدُّواْ ٱلۡأَمهَ

یر ا بَصى يعًَۢ  إىنَّ ٱللََّّ كَانَ سَىَ
   اٖ  بىٱلۡعَدۡلىۚ إىنَّ ٱللََّّ نىعىمَّا يعَىظُكُم بىهىۦٰٓ 

Artinya;  

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha melihat”( Qs. An-Nisa' 4:58 ).65 
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c) Prinsip Tanggung-Jawab  

Manusia yang telah diciptakan di muka bumi 

telah diberi amanah oleh Allah Swt. untuk menjaga 

bumi sepenuhnya dan telah diperintahkan untuk 

memiliki pemimpin yang mewakili Allah Swt di 

muka bumi. Pemimpin tentunya memiliki tanggung 

jawab terhadap sesuatu yang menjadi kewajiban 

atau tugasnya dan juga harus bertanggung jawab 

atas kepemimpinannya secara menyeluruh. Dia 

bertanggung jawab atas hasil-hasil yang dicapainya. 

Tanggung jawab kepemimpinan bukanlah sesuatu 

hal yang dapat dijalankan dengan mudah. Dalam 

riwayat: 

 رَ  نْ عَ  ل   نوسْ مَ  وَ  ع   ا رَ  مُ  امَ  لْۡى  اْ  هى تى يَّ عى  رَ  نْ عَ  ل   نوسْ مَ  مْ كُ لُّ كُ  وَ  ع   ا رَ  مْ كُ لُّ كُ 
نوسْ مَ  وَ هُ  وَ  هى لى هْ أَ  فى  ع   ا رَ  لُ جُ  لرَّ  ا وَ  هى تى يَّ عى   
    

Artinya:  
“Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan 
bertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya, 
seorang kepala Negara yang memimpin rakyat 
bertanggung-jawab atas mereka, dan seorang laki-
laki adalah pemimpin penghuni rumahnya dan 
bertanggung-jawab atas mereka”. (HR. 
Bukhori).66  

 
d) Prinsip hubungan antara pemimpin dan rakyat  

Tata kehidupan sosial masyarakat atau 

kelompok-kelompok manusia dalam rangka untuk 

mempertahankan hidupnya menentang kebuasan 
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 Hr Muslim, 1983:1460, Hadits No.1829 Kitab Al-Imarah, Jilid III 
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binatang dan menghadapi alam sekitarnya. Terjadi 

kerjasama antar manusia dan mulai unsur-unsur 

kepemimpinan. Manusia membutuhkan pemimpin 

yang dapat mengatasi berbagai masalah yang 

dihadapi. Sehingga manusia mendapatkan 

kepercayaan dari-Nya untuk memakmurkan bumi 

ini.  

 Ka’b al-Akhbar Ra. berkata,  

“Perumpamaan antara Islam, pemerintah, dan rakyat 
laksana kemah, tiang, dan tali pengikat berikut Pasalnya. 
Kemah adalah Islam, tiang adalah pemerintah, sedangkan 
tali pengikat dan pasaknya adalah rakyat. Tidaklah 
mungkin masing-masing dapat berdiri sendiri tanpa yang 
lainnya.”67  
 

Oleh karena itu, hubungan yang baik antara 

rakyat dan pemimpinya, dengan saling bekerja sama 

dan saling menunaikan hak serta kewajiban masing-

masing, akan menciptakan kehidupan yang 

tenteram, aman, dan sentosa. Betapa indahnya 

bimbingan Islam dalam masalah ini. Seperti yang 

terdapat dalam riwayat: 

رَارُ   يَارُ  أئَىمَّتىكُمْ  الَّذينَ  تَىُبُّونهمُ ويُُبُّونكُم، وتُصَلُّونَ  علَيْهىم ويصَُلُّونَ  علَيْكُمْ  وشى خى
 أئَمَّتىكُم الَّذينَ  تُ بْغىضُونَ هُم ويُ بْغىضُونَكُمْ، وتَ لْعَنُونَ هُمْ  وَيَ لْعَنُونَكُمْ 

  

Artinya : 
“Pemimpin-pemimpin kamu yang baik adalah 
pemimpin-pemimpin yang mencintai mereka 
(rakyat) dan mereka mencintai kamu, mereka 
mendoakan kamu mendoakan mereka. Sedangkan 
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 Uyunul Akhbar Karya Al-Imam Ibnu Qutaibah 1/2 



 
 

46 
 

pemimpin pemimpin kamu yang tidak baik 
adalah para pemimpin yang kamu benci dan 
mereka membenci kamu, kamu melaknat mereka 
dan mereka melaknat kamu”. (H.R muslim) 
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GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
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A. Pertambangan Batu Bara di Provinsi Bengkulu   

Sejarah pertambangan umum di Provinsi Bengkulu 
dimulai jauh sebelum zaman kolonial, sumber utama 
pertambangan yang ada saat itu adalah emas yang berada di 
wilayah Lebong. Lebong ini adalah satuan wilayah yang 
berada diwilayah Timur Bengkulu, berada di ketinggian antara 
700-1200 dpl dan secara fisik berada dilereng perbukitan bukit 
barisan. Tambang Rejang-Lebong merupakan perusahaan 
tertua yang berdiri Tahun 1897 dengan nama Perusahaan 
Ekplorasi Emas Rejang-Lebong dan pada Tahun 1898 menjadi 
Perusahaan Tambang Redjang-Lebong. 

Seiring dengan berjalannya waktu potensi 
pertambangan di Bengkulu mulai bergeser ke pertambangan 
batubara hal ini ditandai dengan munculnya beberapa 
perusahaan pertambangan batubara generasi pertama pada 
Tahun 1984/1985 yaitu PT Bukit Sunur dan PT Danau Mas 
Hitam yang melakukan kegiatan eksplorasi di Kecamatan Taba 
Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara (saat ini sudah terpecah 
dan masuk di Kabupaten Bengkulu Tengah). 

Usaha pertambangan batubara terus berkembang dan 
mencapai puncaknya pada sekitar tahun 2012/2013 yang pada 
saat itu terbit perizinan batubara mencapai 47 izin Usaha 
Pertambangan (IUP) terdiri dari IUP Operasi Produksi dan IUP 
eksplorasi.  
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Gambar 1.2 Peta Wilayah IUP Pertambangan di Provinsi 
Bengkulu Tahun 2012/2013 

Sampai saat ini batubara masih merupakan jenis 
pertambangan yang menjadi komoditas terbesar untuk pangsa 
ekspor di Provinsi Bengkulu.68 Pertambangan batubara di 
Bengkulu tersebar di 4 (empat) kabupaten yakni Bengkulu 
Tengah, Bengkulu Utara, Lebong dan Seluma. Masing-masing 
perusahaan tambang yang tersebar di masing-masing lokasi, 
sebagian ada yang berada di daerah pemukiman warga dan ada 
pula yang masuk dalam Kawasan hutan. 

Usaha pertambangan batubara yang berkembang 
di Provinsi Bengkulu ini selain berdampak positif bagi 
kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat tentunya juga 
akan mempunyai dampak negatif terutama terjadinya 
kerusakan alam apabila tidak dikelola dengan cara 
penambangan yang baik dan benar. 

Berdasarkan laporan dari organisasi 
lingkungan hidup genesis yang dimuat di harian antara 
News Bengkulu pada Desember Tahun 2021 terdapat 21 

                                                              
68

 Firmansyah. Perusahaan Batubara Bengkulu Usmbang Pajak. 

Http://Www.Apbi-Icma.Org/News/2319/9-Perusahaan-Batu-Bara-Bengkulu-Sumbang-

Pajak-Rp-2-41-Triliun.Kompas.Com. 02/03/2020. 

http://www.apbi-icma.org/news/2319/9-perusahaan-batu-bara-bengkulu-sumbang-pajak-rp-2-41-triliun
http://www.apbi-icma.org/news/2319/9-perusahaan-batu-bara-bengkulu-sumbang-pajak-rp-2-41-triliun
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Perusahaan pertambangan batubara operasi produksi di 
Provinsi Bengkulu yang tidak melakukan Reklamasi dan 
Pascatambang dengan baik dan meninggalkan lubang 
sisa tambang (void) mencapai 134 void dan sampai saat ini 
masih dibiarkan terbengkalai. 

Dari sekian banyak perusahan yang masa izinya 
sudah habis dan tidak beroprasi maka penulis akan 
mengambil sampel dari pelaksaan reklamasi dan 
Pascatambang yang harus ditanggapi oleh pemerintah yakni 
PT Danau Mas Hitam yang terletak di Bengkulu tengah 
dengan meninggalkan 3 void yang masih masuk dalam 
Kawasan hutan di Bengkulu tengah.  

B. Profil Objek Penelitian PT Danau Mas Hitam  

Kegiatan usaha pertambangan baik mineral maupun 

batubara merupakan salah satu ujung tombak kegiatan 

ekonomi dalam menunjang pembangunan di provinsi 

Bengkulu. Batubara sebagai sumber energi telah membuktikan 

perannya dalam mendorong pengembangan kegiatan industri, 

sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tengah 

meningkatkan pemanfaatan sumber energi alternatif. 

Kabupaten Bengkulu Tengah termasuk dalam wilayah Provinsi 

Bengkulu memiliki sumber daya batubara yang cukup potensial 

untuk dikembangkan. Sebagai salah satu energi alternatif, 

batubara di negara Indonesia memiliki potensi atau 

cadangan/batubara yang cukup besar. PT DMH selaku 

perusahaan yang memproduksi batubara berkomitmen untuk 

mendukung kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan 

akan sumber energi alternatif berupa batubara. 

PT Danau Mashitam adalah perusahaan (perseroan) 

yang didirikan dibawah akta notaris: H. ZAWIR SIMON, SH 

Nomor 122 tanggal 11 Oktober 1984 yang telah disetujui oleh 



 
 

50 
 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 30 Maret 

1985 No.C2-1605HT01.01TH85. Berdasarkan Akta Notaris 

Perusahaan ini dapat bergerak dibidang pertambangan 

termasuk pengolahan, pemurnian dan pengangkutan serta 

penjualan; bergerak dalam bidang industri; bergerak dalam 

bidang perdagangan umum termasuk export-import, interinsulair 

(antar pulau) dan lokal; bergerak dalam bidang pemborong 

(kontraktor) dengan menerima, merencanakan dan 

melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung-gedung, jalan-

jalan, jembatan, dam-dam, irigasi dan atau pengairan, termasuk 

pula didalamnya pemasangan instalasi-instalasi listrik, air, gas 

dan telepon; bergerak dalam bidang pembangunan perumahan 

(real estate). 

Secara administratif lokasi Penambangan PT Danau 

Mashitam berada di Desa Bajak dan Lubuk Sini, Kecamatan 

Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi 

Bengkulu dan secara geografis lokasi ini terletak diantara 

102°29’48”-102°33’12”BT dan 03°43’30”-03°46’38”LS. 

Jika ditempuh dari Kota Bengkulu ke arah Timur Laut 

dengan kendaraan roda empat hingga ke Desa Lubuk Sini 

sejauh kira-kira 35 km, kemudian perjalanan dilanjutkan 

menuju lokasi tambang dengan menempuh jalan hauling 

tambang sejauh kurang lebih 7 km. 

Kegiatan penambangan PT Danau Mas Hitam dimulai 

dengan tahapan eksplorasi di wilayah Danau Mas Hitam yang 

telah dilakukan sejak 1984,sesuai dengan Izin KP Eksplorasi 

No.344.K/222/030000/1984 dengan kode wilayah DU 

314/Bengkulu.  
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Perusahaan konsultan Sumitomo Coal Mining Co telah 

melakukan penyelidikan pendahuluan di wilayah ini dan pada 

1985 melakukan pemboran inti di Air Manggus. Kegiatan 

eksplorasi berlanjut terus sampai Tahun 2003 yang dilakukan 

oleh PT Surya Mas Penanjung dengan berakhir di daerah Air 

Talang Segimin dan Air Kemumu. 

Kegiatan eksploitasi (operasi produksi) pertama kali di 

lokasi PT Danau Mas Hitam dilakukan oleh Sumitomo Coal 

Company pada Tahun 1987 di sekitar Air Pegambir, Air Lebong 

Barat berupa produksi percobaan dengan kapasitas terbatas. 

Selanjutnya setelah pemberian kuasa pertambangan eksploitasi 

DU 159/Bengkulu berdasarkankeputusan direktur jendral 

pertambangan umum No.73.K/2041/DDJP/1994 16 Februari 

1994, PT DMH melakukan operasi produksi yang dilaksanakan 

oleh kontraktor PT Petrosea dan PT Filla Mas.  

Pada Tahun 1997 kerja sama penambangan dilakukan 

antara PT DMH dengan PT Surya Mas Penanjung, dengan 

sistem penambangan terbuka di sekitar Air Simpur, Air Kandis 

Bawah, Air Kandis Atas, Air Getuk Garuk III dan sebagian di 

Air Manggus dan Air Getuk Garuk I. Kerja sama penambangan 

dengan PT Surya Mas Penanjung berahir tahun 2000, kemudian 

dilanjutkan dengan PT Coal Management Service Nusantara, 

perusahaan tambang batubara Australia. Kerja sama 

penambangan yang berlangsung dari November 2001 hingga 

Mei 2002 ini tidak berjalan lancar karena mining plan yang tidak 

baik, dimana penambangan dilakukan secara acak yaitu 

mencari lokasi yang berstripping ratio rendah. Selanjutnya PT 

Danau Mas Hitam melakukan penambangan secara sewa kelola 

sejak tahun 2003 sampai tahun 2009 dan setelahnya dilanjutkan 
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oleh beberapa kontraktor pertambangan antara lain, PT Bitan, 

PT MAS, PT Mitra Kembar, PT Prima Agung dan PT Selamat 

Jaya untuk melakukan penambangan di lokasi Air Getuk 

Garuk, Air Kemumu dan Air Talang Seginim sampai terakhir 

kegiatan penambangan dilakukan tahun 2015. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

PT Danau Mas Hitam melakukan kegiatan 

penambangan terakhir berdasarkan perizinan: IUP Operasi 

Produksi SK Bupati Bengkulu Tengah No. 134 Tahun 2009 

tanggal 30 Juli 2009 dan IUP Operasi Pengangkutan dan 

Penjualan SK Bupati Bengkulu Tengah No.135 Tahun 2009 

tanggal 30 Juli 2009 dan revisi koordinat IUP SK Bupati 

Bengkulu Tengah No. 136 Tahun 2012. IUP Operasi 

Produksi PT Danau Mas Hitam dengan kode wilayah DU 

519/Bengkulu dengan luas 800,3 Ha, berakhir pada tanggal 

13 Desember Tahun 2018, tidak ada perpanjangan yang 

mengacu pada Undang-Undang No. 04 tahun 2009   pasal 47 

ayat 5 yang saat ini telah di ubah dengan Undang-Undang 

No. 3 tahun 2020 tidak dapat diperpanjang kembali jika 

telah mencapai batas waktu atau mengalami kepailitan. 

Jangka waktu yang dimiliki oleh pemegang IUP Operasi 

Produksi setelah disahkanya SK Operasi Produksi Oleh 

bupati Bengkulu Tengah tersebut, sesuai bunyi Pasal 47 

huruf e Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang 

Pertambangan Mineral Dan Batubara: 

“Untuk Pertambangan Batubara paling lama 20 
(dua puluh) Tahun dan dijamin memperoleh 
perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 
(sepuluh) Tahun setelah memenuhi persyaratan 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-
Undangan”.69 

 PT DMH juga melaksanakan penambangan 

berdasarkan Dokumen Lingkungan Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yakni (ANDAL, 

RKL, RPL) No.  3547/0115/SJT/1994 yang disahkan pada 

tanggal 12 Agustus 1994. Pada saat itu mengacu atas 

Undang- Undang No. 11 tahun 1967 tentang ketentuan 

pokok pertambangan yang saat ini telah di cabut Oleh 

Undang-Undang No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan 

mineral dan batubara.  

Berdasarkan kondisi dan keadaan dilapangan, 

Kawasan areal penambangan PT DMH dari total luas 

wilayah 800,3 Ha, saat ini wilayah pertambangan PT DMH 

terdiri dari 370 Ha Kawasan Hutan Produksi Tetap dan 

430,3 merupakan Kawasan Area Penggunaan Lainnya 

(APL). 

PT DMH merupakan salah satu perusahaan tambang 

yang memanfaatkan Kawasan hutan produksi, maka 

perusahaan juga harus memiliki izin dalam pemakaian atau 

yang biasa disebut sebagai Izin Pakai Kawasan Hutan 

(IPPKH) yang dikeluarkan oleh pihak kementrian 

kehutanan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.41 

Tahun 2009 tentang Kehutanan Pasal 38 ayat 5.  

(5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting 
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 Undang-Undang No.03 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang No.04 

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Pasal 47 Huruf E 
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dan cakupan yang luas serta bernilai strategis 
dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat. 

Sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan PT 

DMH telah diberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 

(IPPKH), di Kawasan Hutan Produksi Tetap Rindu Hati 

yang tercatat dalam SK.138/Menhut-II/2013 yang 

dikeluarkan pada 1 Maret 2013 Untuk Penambangan 

Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT DMH. 

Setelah PT DMH mendapatkan izin luas kawasan hutan 

dengan luas 370 ha, maka pemegang IPPKH harus 

memperhatikan penggunaan menggenai pemanfaatan 

kawasan hutan sebagaimana dalam Pasal 45 Undang-

Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan: 

“Penggunaan kawasan hutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)70 yang 
mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan 
reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola 
yang ditetapkan pemerintah.”71 

Pada prinsipnya PT DMH tetap fokus beraktifitas di 

bidang pertambangan batubara, dengan metode tambang 

terbuka dengan prinsip pengelolaan tambang berkelanjutan 

dan berwawasan lingkungan. Namun setelah PT DMH 

berhenti beroprasi dan berdasarkan dengan pengamatan 

penulis dilapangan dan data administrasi IUP, ditemukan 

permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini, 

                                                             
70

 Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang No.04 Tahun 2009 Tentang Kehutanan. “(1) 

Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan 

Kehutanan Hanya Dapat Dilakukan Di Dalam Kawasan Hutan Produksi Dan Kawasan 

Hutan Lindung”. 
71

 Undang-Undang No.41 Tahun 2009 Tentang Kehutanan. Pasal 45 Ayat 1 
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bahkan setelah 5 tahun perusahaan tersebut berhenti 

beroprasi dengan 3 tahun IUP berakhir. Salah satunya yakni 

mengenai pelaksaan Reklamasi dan Pascatambang. Pada 

saat membuka areal pertambangan dan mengajukan 

perizinan, maka pemegang IUP Eksplorasi harus menyusun 

rencana reklamasi dan pascatambang yang mengacu pada 

dokumen lingkungan hidup, khususnya AMDAL yang telah 

disetujui.72 Pemulihan lahan dapat meliputi kegiatan 

reklamasi yang disusun setiap setengah dasawarsa, yang 

diikuti dengan rincian tahunan yang meliputi tata guna 

lahan sebelum dan sesudah ditambang, rencana pembukaan 

lahan, program reklamasi, dan rencana biaya reklamasi.  

Penyusunan rencana Pascatambang yang sesuai 

dengan umur tambang maka harus berdasarkan pada 

tahapan: 

“Program Pascatambang, meliputi: (1) Reklamasi pada 
sisa lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas 
tambang pada saat Pascatambang; (2) Reklamasi tahap 
Operasi Produksi untuk pemegang IUP dan UPK 
Operasi Produksi komoditas mineral bukan logam dan 
batuan dengan umur tambang kurang dari atau sama 
dengan 5 (lima) Tahun; (3) pengembangan sosial, 
budaya, dan ekonomi; (4) pemeliharaan hasil 
Reklamasi; dan (5) pemantauan”.73 
 

                                                             
72

 Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 

1827 K/30/Mem/20182018.Tentang Pedoman Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang 

Serta Pascaoperasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Hlm.220 
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 Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 

No.1827 K/30/Mem/20182018.Tentang Pedoman Pelaksanaan Reklamasi Dan 

Pascatambang Serta Pascaoperasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan 

Batubara. Hlm.227 
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Program pascatambang harus dilaksanakan sesuai 

Peraturan Menteri No. 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan 

Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha 

Pertambangan Mineral Dan Batubara.  

Program pascatambang harus dilaksanakan sesuai 

dengan aturan dalam Permen a quo pasal 16 ayat 2 huruf d  

program Pascatambang, meliputi:  
1. Reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di 
luar bekas tambang;  
2. pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi;  
3. pemeliharaan hasil Reklamasi; dan 
 4. pemantauan 

 
Berdasarkan temuan administrasi penulis ditemukan 

bahwasanya PT DMH yang merujuk pada UU No. 4 tahun 

2009 pada saat aktif produksi masih menjadi kewenangan 

pemerintah daerah sesuai dengan kewenanganya, 

perusahaan telah menyusun rencana pascatambang yang 

telah disetujui pada tahun 2015, dengan ketentuan 

bahwasanya perusahaan akan menetapkan peruntukan 

lahan sesuai peraturan perUndang-Undangan. Yakni akan 

menutup lubang tambang dengan metode backfilling, 

seluruh lahan bekas tambang akan direklamasi hingga 

menjadi hutan sekunder termasuk jalan bekas tambang, 

seluruh fasilitas pendukung akan dilakukan penghijauan, 

menggunakan tanaman penutup yakni kacang-kacangan 

dan juga jenis rumput (cynodon dactylon, oryzae sp) dan 

jadwal pelaksanaan penutupan tambang akan dilaksanakan 

3 tahun sebelum tambang akan berakhir. Mengenai 

peletakan jaminan pascatambang perusahaan telah 

mengajukan permohonan total biaya pada tahun 2015 dan 
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telah disetujui sebesar 1.570.489.180-, (satu miliar lima ratus 

tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu 

seratus delapan puluh rupiah). Dengan masing masing 

penempatan yang telah di bayar ke kabupaten sebesar 

140.0000.000,00 berdasarkan kewenangan daerah kabupaten 

yang mengacu pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004 

tentang pemerintah daerah dan juga penempatan di 

Provinsi sebesar 550.000.000,00 pada tahun 2015-2016 

sebagaimana kewenangan daerah provinsi berdasarkan 

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah 

daerah yang di setorkan ke Bank Bengkulu dengan begitu 

maka perusahaan menunggak pembayaran sebesar 

880.489.180,00. 

Berdasarkan temuan administrasi mengenai PT 

DMH, rencana reklamasi ditemukan mulai tahun 2011-2015 

juga telah disetujui pada tahun 2015 oleh pemerintah daerah 

provinsi sebagaimana kewenanganya berdasarkan Undang-

Undang Otonomi daerah No. 23 tahun 2014 tentang 

pemerintahan daerah, maka pemanfaatan lahan setelah 

kegiatan penambangan agar dapat terselesaikan sebagimana 

peruntukanya. Maka upaya reklamasi akan dilakukan 

sebagaimana rencana reklamasi sesuai dengan dokumen 

AMDAL dan persetujuan pemangku lingkungan yakni 

lahan dapat pulihkan sebagai hutan produksi yang ditanami 

dengan tanaman lokal sesuai dengan rona awal dan 

introduksi yang layak untuk dikembangkan, dijadikan 

sebagai kebun masyarakat dengan budidaya tanaman 

perkebunan potensial sesuai kondisi sekitar, dan perikanan 

dilakukan pada lokasi galian akhir yang tidak dilakukan 
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penimbunan. Pada pelaksanaan revegetasi maka tanaman 

yang dijadikan sebagai penutup yakni kacang-kacangan dan 

tanaman keras sebagai upaya reklamasi yaitu pohon 

trembesi dan pohon mahoni lalu akan dilakukan 

pemeliharaan tanaman yakni pemupukan, penyulaman dan 

pengendalian hama penyakit dan gulma.  Mengenai dana 

jaminan reklamasi, selama tahun 2011 hingga 2015 

perusahaan mengalami penunggakan penempatan dana 

jaminan reklamasi, hingga pada tahun 2011 PT Danau Mas 

Hitam hanya menempatkan jaminan di kabupaten Bengkulu 

Tengah sebesar Rp.140.000.000,00,- dengan sisa yang belum 

ditempatkan dalam tahun berjalan yakni 33.889.250,00,- 

selanjutnya pada tahun 2012 hingga tahun 2015 perusahaan 

tidak meletakkan dana jaminan hingga menunggak sampai 

pada total 390.5553.750,00,- 

Laporan mengenai rencana reklamasi dan 

Pascatambang pada tahapan eksplorasi hingga masa 

perpanjangan pertama sebelum tahun 2011 belum penulis 

temukan, karena pada saat itu pengelolaan pertambangan 

masih menjadi kewenangan pemerintah daerah 

kabupaten/kota di Bengkulu Utara.  Untuk itu, yang penulis 

jadikan acuan pelaksaaan reklamasi pascatambang 

berdasarkan data pada perpanjangan akhir masa Operasi 

Produksi PT DMH dan setelah masa Operasi produksi 

berakhir.  

Berdasarkan pengamatan penulis di lokasi lahan 

bekas tambang PT DMH, pelaksanaan reklamasi dan 

Pascatambang di wilayah IUP oleh pihak perusahaan masih 

belum dapat dikatakan dalam kondisi yang maksimal. 
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Karena masih ditemukanya kegiatan reklamasi yang belum 

terselesaikan, dan juga pascatambang yang belum 

terlaksana. seperti yang terdapat di wilayah blok Kemumu 

kondisi lahan yang direklamasi hanya didominasi oleh 

tanaman cover crop, sedangkan tanaman pionirnya belum 

dapat ditemukan di lokasi tersebut karena kurang-Nya 

pemeliharaan pada lahan bekas tambang tersebut. 

 

Gambar 1. Wilayah Blok Kemumu Tanaman 
Covercrop 

 

Gambar 2. Wilayah Blok Kemumu  (Tidak 
dipelihara) 

 Bahkan pada pelaksanaan Pascatambang, masih 

terdapat 2 void yang berada di wilayah Air Getuk Garuk dan 

Talang Seginim belum ditutup dan masih mengaga begitu 

saja, meskipun telah direncanakan untuk dijadikan kolam 

perikanan pada void akhir yang tidak dapat dilakukan 

penimbunan, namun juga belum ada tindakan apapun yang 

dilakukan pada void tersebut. 
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Gambar 3. Lubang Tambang wilayah Getuk 
Garuk 

 

Gambar 4.Peta Tampak Lubang Tambang 

Juga belum dilaksanakanya pengelolaan dan 

pembongkaran pada jalan tambang, yang seharusnya telah di 

lakukan penghijauan, Sesuai keberhasilan pelaksanaan 

pascatambang jalan tambang akan dibongkar menggunakan 

ripper  dan buldozer maka bekas jalan tambang akan gembur 

kembali dan dapat dilakukan penanaman/revegetasi.  

 

gambar 5. Jalan Bekas Tambang Wilayah Blok Kemumu 

Stockpile (tapak bekas penimbunan batubara yang 

akan diangkut) juga belum nampak adanya penghijauan 
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atau kegiatan reklamasi/pascatambang yang dilakukan,  

sekitar ½ ha di wilayah Seginim.  

 

Gambar 6. Tampak Stockpile Wilayah Seginim 

  Dalam penyusunan AMDAL dinyatakan 

bahwasanya akan dilakukan penutupan void (Lubang 

Tambang) dengan sistem back filling, dan akan 

membentuk struktur tanah seperti yang semula lalu 

ditutup dengan tanaman cover crop dan juga pohon 

revegetasi. 

Dalam pelaksanaan reklamasi PT DMH 

terdapat 1 (satu) blok yang cukup memenuhi kriteria 

pelaksanaan reklamasi yakni di wilayah Air Sialang 

karena telah adanya tanaman lokal, tanaman pionir 

dan cover crop.   
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Gambar 7. Wilayah Air Sialang (memenuhi Kriteria Reklamasi) 

Untuk pelaksanaaan pascatambang di lokasi lahan 

bekas tambang PT DMH belum ada yang terlaksana Maka 

dalam hal ini, reklamasi Pascatambang oleh PT DMH belum 

dilakukan dengan optimal. 

Sebagaimana pendapat bapak Heru Irwanto selaku 

pengawas pertambangan penempatan di Bengkulu 

“Kalau melihat kondisi di lapangan PT DMH 
sudah ada melakukan kegiatan reklamasi di 
beberapa lokasi yang sudah selesai 
penambangannya, akan tetapi disebagian lokasi 
yang sudah tidak aktif terdapat juga lahan yang 
belum dilakukan reklamasi dengan optimal dan 
belum melakukan kegiatan Pascatambang sama 
sekali”.74 
 

Pada dasarnya perusahaan dalam hal pengelolaan 
dan perlindungan lingkungan, Reklamasi Pascatambang 
pada lahan bekas tambang PT DMH  belum dapat dikatakan 
memenuhi prinsip dalam Pasal 4 ayat ayat 1 huruf d 
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 Heru Irwanto. Inspektur Tambang KESDM Penempatan di Bengkulu 
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Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi 
dan Pascatambang: 

Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
pertambangan paling sedikit meliputi Pemanfaatan lahan 
bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; 

Peruntukan yang dimaksud dalam ayat tersebut 
disesuaikan dengan penyusunan AMDAL yang telah 
disetujui oleh pemangku kepentingan. Dalam upaya 
pemulihan lahan sebagaimana yang tercantum dalam 
rencana reklamasi dan pascatambang dinyatakan untuk 
menutup seluruh void dengan semaksimal mungkin dan 
akan dilakukan revegetasi menggunakan tanaman cover crop 
dan juga tanaman lokal dan juga tanaman keras.  

B. PEMBAHASAN  

1. Peran Pemerintah Terhadap Reklamasi Pascatambang 

pada Lahan Bekas Tambang Batu Bara PT Danau Mas 

Hitam di Bengkulu Tengah ditinjau berdasarkan 

Hukum Positif  

 

Pemerintah selaku pengendali terhadap 

pengelolaan pertambangan di Indonesia yang mengacu 

pada asas otonomi Undang- Undang No. 23 tahun 2014 

tentang pemerintah daerah, mengacu pada Undang-

Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral 

dan batubara, sebagaimana telah diubah dalam Undang-

Undang No. 3 tahun 2020 perubahan atas kewenangan 

pemerintah terhadap Reklamasi dan pascatambang 

dalam upaya penanggulangan dampak buruk terhadap 

lingkungan dengan adanya pertambangan yaitu: 

Pasal 6 ayat 1 huruf q: Melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Reklamasi dan 
Pascatambang 
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Pasal 100 ayat 2: Penetapan pihak ketiga untuk 
melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang 
dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).  

Pasal 123A ayat 2: Eks pemegang IUP atau IUPK yang 
IUP atau IUPK berakhir sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal l2l ayat (1) wajib melaksanakan 
Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai 
tingkat keberhasilan 100% (seratus persen) serta 
menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau 
dana jaminan Pascatambang. 

Pasal 169 C huruf g: seluruh kewenangan Pemerintah 
Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-
Undang lain yang mengatur tentang kewenangan 
Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan 
Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai 
kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan 
lain dalam Undang-Undang ini. 

Pasal 161B ayat: 
(1) Setiap orangyang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir 

dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau 
Pascatambang; dan/atau b. penempatan dana 
jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan 
Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 
banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah).  

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi 
pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam 
rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi 
dan/atau Pascatambang yang menjadi 
kewajibannya. 
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Kewenangan pemerintah pada Undang Undang 

No. 04 tahun 2009 itu sendiri yakni : 

 
Pasal 6 huruf r: Pembinaan dan pengawasan terhadap 

reklamasi lahan pascatambang; 
Pasal 100 ayat 2: Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 

sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan 
pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan 
pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
Ayat 3: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau 
IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan 
pascatambang sesuai dengan rencana yang telah 
disetujui 

 
Maka berdasarkan das Sein yang penulis jabarkan 

di atas maka das sollen yang akan penulis bahas yaitu 

sebagai berikut: 

 

1. Kewenangan Pemerintah terhadap Reklamasi 
Pascatambang  

Tindakan pemerintah merupakan tingkah laku 

yang dilakukan oleh pihak pemerintahan dalam 

pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan dalam 

pengelolaan sumber daya alam. Seperti halnya yang 

dikemukakan oleh Sondang P. Siagian bahwasanya 

peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam 

berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi 

perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi 
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pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi 

pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.75 

  Pemerintah memiliki suatu tanggung jawab 

yakni melayani membimbing dan mengatur 

masyarakatnya untuk bertindak sebaik mungkin dalam 

melaksanakan peraturan perUndang-Undangan.  

Sumber daya alam merupakan hak milik 

negara sebagaimana yang terdapat dalam pasal 33 ayat 

3 UUD 1945. Oleh sebab itu, setiap warga negara 

memiliki hak untuk mengelola hasil alam dengan tetap 

berpedoman pada prinsip pemanfaatan pasal 33 UUD 

1945 berdasarkan kemakmuran rakyat. Negara sebagai 

penguasa sumber daya alam melimpahkan kepada 

Pemerintah selaku pihak yang dapat mengelola sumber 

daya alam sebagai keberpihakan kepada rakyat. Dalam 

pelaksanaan perlindungan pemeliharaan terhadap 

segala kewenangan pemerintah yang diberikan oleh 

Undang-Undang khususnya terhadap pelaksanaan 

pertambangan disebutkan dalam Pasal 6 Undang-

Undang No.  3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-

Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan 

mineral dan batubara, yang bersangkutan dengan 

reklamasi dan pascatambang untuk memulihkan 

lingkungan yaitu:  

Pasal 6  
c. Menerapkan peraturan perUndang-Undangan, 
 i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral 
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 Sondang P. Siagian. Administrasi Pembangunan Konsep,Dimensi Dan 

Strateginya. (Jakarta:Bumi Aksara.2009):Hlm.132 
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dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Izin 
berusaha; 

 q. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
Reklamasi Pascatambang;  

.   
 

Dari kewenangan yang diamanahkan Undang-

Undang kepada pemerintah, maka sebagaimana 

mestinya untuk melaksankan tugas tersebut, 

pemerintah harus menerapkan asas kehati-hatian 

dalam pelaksanaanya.  

Pendapat yang disampaikan oleh bapak Didi 

Ardiansyah selaku seksi pengusahaan pertambangan 

logam dan batubara, pihak Dinas Energi dan Sumber 

Daya Mineral terkait pelaksanaan Reklamasi 

Pascatambang oleh PT DMH yakni; 

Mengenai pelaksanaan reklamasi Pascatambang 
yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh 
perusahaan, maka dalam hal ini dinas ESDM 
sudah menyurati pihak PT DMH mengenai 
kewajiban Reklamasi dan Pascatambang, lalu 
melaporkan kegiatan tersebut kepada pihak yang 
berwenang. Namun, sampai saat ini belum ada 
tanggapan dari perusahaan pertambangan. 
Apalagi saat ini kewenangan telah dipindahkan 
ke pusat maka daerah khususnya pihak dinas 
ESDM tidak memiliki lagi kewenangan dalam hal 
pengelolaan pertambangan.76 

Dari hasil wawancara tersebut maka penulis 

dapat mengetahui bahwasanya pemerintah di daerah 
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 Didi Ardiansyah. Seksi Pengusahaan Pertambangan Logam Dan Batubara 

Dinas Esdm Bengkulu 
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sebagai pemangku kepentingan mengacu pada Udang-

Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan 

mineral dan batubara, telah memberi peringatan 

kepada pihak perusahaan pertambangan bahwasanya 

mereka harus segera melaporkan kegiatan perbaikan 

dan pemulihan lahan bekas tambang. Teguran tersebut 

telah disampaikan pada bulan Mei 2018 karena belum 

mendapatkan tanggapan dari pihak pertambangan 

maka dinas ESDM mengeluarkan teguran kedua pada 

bulan Agustus 2018.  

Pernyataan yang sama pun disampaikan oleh 

bapak Asep Yohana dari pihak DLHK bahwasanya  

IPPKH yang dimiliki oleh PT DMH telah habis 
maka berlakunya sesuai dengan izin IUP 
Perusahaan, menurut pihak mereka reklamasi telah 
di lakukan meskipun belum semuanya, namun 
sampai saat ini secara administrasi perusahaanya 
sendiri belum melaporkan kepada kami, sehingga 
kami belum dapat melakukan penilaian kepada 
lahan bekas tambang tersebut. Kami juga sudah 
memberikan peringatan kepada pihak perusahaan 
namun sampai saat ini belum di tanggapi.77  

 

Karena sampai saat ini belum ada tanggapan 

oleh perusahaan dan lahan yang digunakan oleh 

perusahaan masih terbengkalai begitu saja, 

sebagaimana selaku pemerhati lingkungan tanggapan 

dari bapak Saman Lating Selaku Tim Advokasi Kanopi 

Hijau Indonesia tindakan yang seharusnya pemerintah 
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 Asep Yohana. Analisis Pengembangan Hutan Di Dinas Lingkungan Hidup 

Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu 
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lakukan terhadap maraknya lahan yang masih 

terbengkalai dan belum di Reklamasi dan tindakan 

Pascatambang: 

Pemerintah harus memberikan sanksi tegas 
kepada pemilik tambang yang tidak 
melakukan reklamasi terhadap lubang 
tambang, karena pengawasan dan pemberian 
sanksi adalah tugas dan tanggung jawab 
pemerintah.78 
 

Juga pendapat bapak Abdullah Ibrahim 

Ritonga selaku ketua WALHI Bengkulu mengenai 

peran pemerintah yakni: 

Jika pemerintah serius dalam mengurusi lahan 
bekas tambang maka pemerintah harus berani dan 
tegas terhadap keberpihakan dengan 
melaksanakan audit lingkungan yang independen 
dan transparan terhadap data Reklamasi 
Pascatambang kepada masyarakat.79 
 
 

 Dari hasil wawancara tersebut, penulis 

dapat mengetahui bahwasanya, masyarakat juga 

memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan 

melindungi alam disekitarnya, maka masyarakat harus 

lebih memperhatikan hal tersebut, agar ada tindakan 

yang nantinya dapat dilakukan oleh pemerintah 

mengenai pemulihan dan perbaikan lahan bekas 

tambang.  

Sesuai dengan persetujuan awal dalam 

penegakan perusahaan pertambangan, pihak 
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pertambangan harus meletakkan jaminan reklamasi 

dan pascatambang agar dapat digunakan pada saat 

seperti ini, yakni perusahaan telah meninggalkan lokasi 

tanpa melaporkan kepada pihak pemangku 

kepentingan, maka pemerintah dapat menggunakan 

jaminan tersebut untuk mengembalikan fungsi lahan 

sebagaimana peruntukanya. Seperti yang tercantum 

dalam pasal: 

Pasal 100 

(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan 
dan menempatkan dana jaminan Reklamasi 
dan/atau dana jaminan Pascatambang. 

(2)  Menteri dapat menetapkan pihak ketiga untuk 
melakukan Reklamasi dan/atau Pascatambang 
dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK 
tidak melaksanakan Reklamasi dan/atau 
Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah 
disetujui. 

Saat ini Ketentuan tersebut masih menjadi 

kewenangan daerah pada saat ini karenan 

pelimpahan kewenangan dari daerah ke pusat belum 

terlaksana. Aturan tersebut dapat dilaksankan oleh 

pemerintah ketika pihak perusahan belum 

melaksanakan reklamasi dan pascatambang, 

sebagaimana rencana yang telah disetujui bersama 

bermakna bahwasanya saat telah dilakukan evaluasi. 

Namun ternyata pelaksanaanya belum sesuai 

rencana dan peruhaan telah menyerahkan hal 
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tersebut kepada pemerintah maka tindakan tersebut 

dapat berjalan.   

Saat ini perusahaan pergi begitu saja, tanpa 

melaporkan kegiatan penutupan kepada pemangku 

kepentingan terhadap lahan yang digunakan, maka 

diposisi ini pemerintah memiliki peranan yang lebih 

besar lagi yakni melaksankan reklamasi dan 

pascatambang dengan melimpahkan pada pihak 

ketiga sesuai dengan jaminan yang telah di 

tempatkan.  

Sebagaimana yang di ungkapan bapak 

Heru Irwanto selaku inspektur pertambangan 

penempatan di Bengkulu yakni  

“Kondisi IUP PT DMH saat ini telah habis dan 
pemegang IUP OP sudah tidak berada di tempat. 
Sesuai Keputusan Mentri No. 1827 Tahun 2018 
lampiran 6, harusnya pemegang IUP OP 
mengususlkan pihak ke tiga yang memiliki izin 
jasa pertambangan bidang Pascatambang dan 
reklamasi, untuk melakukan kegiatan reklamasi 
pascatambang sesuai dengan jaminan reklamasi 
dan jaminan pascatambang akan tetapi karna 
pemegang IUP sudah tidak ada maka sesuai 
aturan perUndang-Undangan mentri melalui 
direktur jendral sesuai kewenangan nya 
melakukan evaluasi untuk menetapkan pihak 
ketiga untuk melaksanakan reklamasi dan 
pascatambang”.80  

Maka berdasarkan pembahasan di atas 

penulis meyimpulkan bahwasanya pemerintah 
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dalam melaksanakan peranan-Nya terhadap 

reklamasi pascatambang, sesuai dengan 

kewenangan yang mengacu pada Undang Undang 

No.  4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral 

dan batu bara belum dilakukan secara optimal.  

2. Pembinaan dan Pengawasan dalam Pengelolaan 

pertambangan Batubara terkait Reklamasi 

Pascatambang 

 

Reklamasi merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan berfungsi untuk menjaga keamanan dan 

keseimbangan, agar tidak membahayakan masyarakat 

yang sekitar lahan bekas tambang. Agar aturan dapat 

berjalan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan 

yang dikehendaki, maka pemerintah harus berperan 

lebih aktif lagi dalam hal menjalankan pengawasan 

terhadap pelaksanaan suatu aturan, demi wewujudkan 

suatu ketertiban. Pengawasan yang dimaksud di sini 

yakni pengawasan yang termasuk dalam suatu 

pengelolaan kegiatan pertambangan.  

Kegiatan pengawasan dan pengendalian harus 

disertai dengan kewenangan untuk mengambil suatu 

tindakan yang akurat dan efektif  seperti sanksi, jika 

ada suatu pelanggaran terhadap suatu ketetapan yang 

telah ditentukan, maka pihak pengawasan dapat 

memberikan teguran  dkepada pihak teerkait.81 Fungsi 

dari pengawasan yakni untuk melakukan suatu kajian 

untuk melihat bagaimana suatu tindakan apakah 
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 Amalia Diamantina. Pengawas Atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah 

Untuk Mreujudkan Pemerintyahan Daerah Yang Efektif Dan Efesien.Jurnal Undip.  
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sudah dilakukan dengan benar atau belum, lalu 

tindakan yang dilakukan setelah pengawasan tersebut 

dapat ditindak lanjuti. Seperti permasalahan yang 

kerap terjadi jika reklamasi yang telah dilaksanakan 

sudah selesai namun berdasarkan evaluasi belum 

sesuai persetujuan rencana awal, maka tindakan 

tersebut akan ditindak lanjuti. Sampai tindakan yang 

dilakukan sesuai dengan ketetapan pemerintah. 

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang 

merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 

4 tahun 2009 kewenangan pemerintah dalam 

Pertambangan Mineral Dan Batubara yakni dalam 

Pasal 6 huruf d  

“Bahwasanya pemerintah memiliki kewenangan 
untuk menetapkan standar nasional, pedoman, dan 
kriteria; dalam hal penambangan.” 

   

Dalam pasal 6 huruf q  

“Melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap Reklamasi dan Pascatambang” 
 

Maka kedepanya dapat dilakukan dengan lebih 

baik lagi mengenai pelaksanaan audit lingkungan 

baik berupa pengawasan, pelaporan maupun 

evaluasi, terhadap pengelolaan pertambangan 

khususnya pelaksaaan reklamasi pascatambang.  

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan 

kepada bapak Didi Ardiansyah selaku seksi 
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pengusahaan pertambangan logam dan batubara 

pada dinas ESDM Bengkulu menyatakan bahwasanya  

Pengawasan lumayan sulit untuk kami lakukan 
karena berdasarkan Undang-Undang No.  4 Tahun 
2009 pengawasan dan pembinaan diberikan oleh 
mentri kepada daerah, meskipun kami juga dapat 
melakukan pengawasan namun kenyataanya daerah 
juga lama menurunkan anggaran dalam pelaksanaan 
pengawasan. jadi pengawasan dalam hal ini ya sulit 
untuk dilaksanakan. karena yang lebih berwenang 
dalam hal pengawasan ya inspektur tambang.82  

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak 

Asep Yohana selaku analisis pengembangan hutan 

bahwasanya:  

Pengawasan juga tidak mudah untuk kami lakukan 
karena kami butuh dana dalam melaksanakan hal 
tersebut kami sudah mengajukan anggaran namun 
belum disetujui hingga saat ini. Jadi dari pihak 
kehutanan belum pernah melaksanakan pengawasan 
baik yang berkala maupun akhir.83  

 

 Dari hasil wawancara tersebut maka penulis 

dapat mengetahui bahwasanya dari pihak 

pengelolaan pertambangan di daerah, berdasarkan 

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang 

pertambangan mineral dan batubara dalam hal ini 
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masih kurang-nya partisipasi daerah dalam hal 

pengawasan terhadap pengelolaan IUP.  

Berdasarkan perubahan aturan dalam 

pengawasan yang berpindah menjadi kewenangan 

kementerian ESDM berdasar Undang-Undang No. 4 

tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan 

batubara maka pada tahun 2017 pengawasan 

dilakukan secara terpisah dari dinas ESDM di daerah, 

dan dilakukan oleh inspektur tambang, jika daerah 

belum memiliki inspektur tambang maka menteri 

energi dan sumber daya mineral akan menugaskan 

inspektur tambang yang sudah diangkat.  

Penelitian dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh 

pihak pemerintah terhadap pelaksanaan 

pertambangan khususnya PT DMH.  Berdasarkan 

wawancara kepada bapak Heru Irwanto Selaku 

Inspektur tambang yakni: 

“Sejak PT DMH beroperasi kegiatan pembinaan 
dan pengawasan pasti sudah dilaksanakan biasanya 
paling tidak tiap tahun 1 - 4 kali terhadap semua 
aspek kegiatan penambangan baik aspek 
administrasi, aspek teknis maupun aspek 
lingkungan” 

“Sejak pengawasan menjadi tanggung jawab 
kementerian ESDM mulai awal tahun 2017, Inspektur 
Tambang sudah beberapa kali melaksanakan 
pengawasan awal bulan Mei 2017 dan bulan Februari 
2018 akan tetapi kondisi perusahaan waktu itu sudah 
tidak aktif beroperasi, dan sebagai tindak lanjutnya 
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kepala dinas ESDM (kepala IT) sudah memberikan 
surat teguran 1 dan 2 terutama berkaitan dengan 
kegiatan reklamasi dan Pascatambang PT DMH tapi 
sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak 
perusahaan”.84  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis 

dapat mengetahui bahwasanya pemerintah telah 

melakukan pengawasan melalui inspektur tambang 

setelah perusahaan berhenti beroprasi. Sebanyak 2x 

(dua kali) dan telah melakukan peneguran kepada 

pihak perusahaan.  

Berdasarkan penjelasan penulis di atas maka 

penulis dapat menyimpulkan bahwasanya, 

pemerintah kurang efektif dalam memberikan 

pelayanan mengenai pembinaan dan pengawasan 

dalam pengelolaan pertambangan mineral dan 

Batubara karena di satu pihak pengawasan kurang 

efektif karena kurangnya rasio dalam perbandingan 

dengan jumlah IUP disetiap daerah. Juga mengenai 

pembinaan laporan tidak tersusun secara efektif 

karena telah terjadinya banyak sekali perubahan 

mengenai kewenangan dalam pengelolaan 

pertambangan mineral dan batubara. Yang dimulai 

dari hak pemerintah kabupaten/kota, lalu berpindah 

ke provinsi juga saat ini menjadi kewenangan 

pemerintah pusat. 
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3. Faktor Penyebab Terkendalanya Pelaksanaan 

Reklamasi Pascatambang 

Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang 

merupakan suatu kewajiban dari pihak perusahaan 

untuk dapat menyelesaikan tahapan-tahapan dari 

kegiatan yang telah disusun. Pelaksanaan Reklamasi 

yaitu rencana pemulihan dalam kegiatan 

pertambangan yang sedang berlangsung guna 

memulihkan fungsi lingkungan alam sesuai dengan 

peruntukanya. Pascatambang merupakan suatu 

tindakan untuk dapat mengembalikan memulihkan 

seluruh fungsi ekologi lingkungan alam setelah 

kegiatan pertambangan berakhir sesuai 

peruntukanya.  

Sebagaimana yang telah penulis ulas 

sebelumnya menurut laporan organisasi lingkungan 

hidup genesis yang dimuat di Antar News Bengkulu 

PT DMH meninggalkan 3 void dengan luas danau 

7,92 ha.85 Namun, terdapat suatu perbedaan dengan 

yang terjadi dilapangan, saat ini penulis baru 

menemukan 2 void dengan total luas 9,32 ha 

 
Gambar 1.3 Void PT DMH Tahun 2021 
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Pelaksanaan reklamasi yang penulis temukan di lapangan 

hanya terdapat beberapa tanaman cover crop dan sedikit 

pohon sengon. Sehingga jika dikaitkan dengan Rencana 

Reklamasi Pascatambang yang mengacu pada AMDAL dapat 

dikategorikan belum sesuai dengan pedoman.  

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan 

kepada bapak Didi Ardiansyah yakni 

“Penyebab terkendalanya pelaksanaan 
reklamasi dan pascatambang biasanya terjadi karena 
kurangnya pengawasan yang dilakukan pada saat 
pertambangan sedang beroperasi dan juga karena 
perusahaan belum mengajukan evaluasi hingga 
pihak pemerintahan belum melakukan penilaian 
terhadap pelaksanaan reklamasi dan 
pascatambang.”86 

 
Maka penulis dapat mengetahui bahwasanya PT 

DMH kurang mematuhi aturan dalam memenuhi 

administrasi pelaksanaan pertambangan. Juga pernyataan 

dari pengawas pertambangan yakni bapak Heru Irwanto 

menyatakan  

“Objek pengawasan di wilah provinsi 
Bengkulu saat ini berupa tambang aktif yg 
berdasarkan data terakhir terdiri dari IUP 
operasi Produksi minerba (batubara, emas dan 
pasir besi) sebanyak 23 IUP, IUP operasi 
produksi batuan sebanyak 152 IUP dan IUP 
OPK pengolahan sebanyak 29 IUP, jadi total 
objek pengawasan 204. Sementara itu jumlah 
Inspektur Tambang (IT) penempatan provinsi 
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Bengkulu ada 10 IT dan 8 analis (analis 
keselamatan pertambangan, analis 
perlindungan lingkungan, analis teknis 
perambangan dan analis konservasi 
pertambangan), yang bertugas dan berwenang 
megawasi objek pertambangan adalah 10 IT 
tersebut, berarti rasio IT dan perusahaan 
pertambangan saat ini adalah 1:20,4. Ini berarti 
belum ideal sebab idealnya rasio IT dan 
perusahaan yg di awasi adalah 1:5 sampai 
1:7”87 

 

Dari pernyataan tersebut maka penulis dapat 

mengetahui bahwasanya pengawasan yang dilakukan 

oleh Inspektur tambang yang berada di provinsi 

Bengkulu juga terkendala oleh kurang-Nya rasio anggota 

dalam bidang pengawasan. Karena IUP yang ada di 

provinsi Bengkulu tergolong lebih banyak dari pada 

anggota pengawas dan pembinaan-Nya.  

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat 

menyimpulkan bawasanya, faktor yang dapat 

menghambat dalam pengelolaan lahan bekas tambang 

setelah tidak beroprasi dikarenakan kurang Nya 

kesadaran diri pada pihak perusahaan itu sendiri dengan 

tidak melaporkan bahwasanya telah selesai 

menggunakan lahan. Juga kelalaian pihak pemerintah 

karena belum melakukan audit terhadap pelaksanaan 

reklamasi pascatambang dengan efektif. 
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Berdasarkan penjabaran di atas maka penulis 

menyimpulkan bahwasanya penerapan das solen 

terhadap das sein belum terlaksana dengan efektif. 

Karena adanya perubahan kewenangan menyebabkan 

kebingunan pada pemegang kewenangan yang baru, 

namun dengan adanya perubahan terhadap Undang- 

Undang minerba No. 4 tahun 2009 menjadi Undang-

Undang No. 3 tahun 2020 di harapkan pemerintah pusat 

dapat menyelesiakan segala permasalahan yang saat ini 

masih mengambang.  

 

C. Peran Pemerintah Terhadap Reklamasi Pascatambang 

Lahan Bekas Tambang Batu Bara PT Danau Mas Hitam di 

Bengkulu Tengah ditinjau berdasarkan Fiqh Siyasah 

 

Pemerintah merupakan suatu organ yang betugas 

untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi di 

wilayah kekuasaanya. Dalam pelaksanaan pertambangan 

khususnya Batubara pemerintah memiliki kewenangan 

untuk melaksanakan pengelolaan dan perlindungan 

lingkungan, sesuai yang telah diamanahkan oleh Undang-

Undang. Pertambangan, selalu berkaiatan dengan kerusakan 

lingkungan dan alam. Oleh sebab itu, pemerintah harus 

bertindak dengan sebaik dan sedini mungkin agar pihak 

tetap menjalankan hak dan kewajibanya. Salah satu caranya 

yaitu dengan menetapkan dan melakukan pembinaan serta 

pengawasan terhadap pelaksanaan pertambangan.  

Upaya penegakan hukum dapat tercapai jika dalam 

pelaksanaannya dilandasi, nilai-nilai, agama dan moral. 

Agama dan moral merupakan hal yang tidak boleh 
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dilupakan oleh manusia, agar manusia tidak krisis moral 

dan akhlak dalam bertindak dan melakukan suatu hal, 

hingga tidak akan berbuat kejahatan. Ketakutan manusia 

untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum tidak hanya 

karena faktor sanksi atau hukuman tetapi yang utama 

adalah faktor konsekuensi atau dosa. 

Tugas utama pemerintah yaitu menjamin perlakuan 

yang adil terhadap hak setiap warga negaranya, 

memberikan pelayanan dalam bidang yang tidak bisa 

dilakukan oleh lembaga non pemerintah, dan harus 

meningkatkan kesejahteraan sosial dan juga menerapkan 

kebijakan untuk pemeliharaan dan pemanfaatan sumber 

daya alam dan lingkungan hidup.88 Untuk mencapai good 

governance yang harus sesuai pada Aqdul Imamah (keharusan 

dan tata cara dalam kepemimpinan yang mengacu pada 

syura’) dan juga wilayah ‘ala hurubi al-mashlahih (kewenangan 

untuk memerangi pemberontak). 

Berdasarkan prinsip tanggung jawab agar sesuai 

dengan cara kepemimpinan yang sesuai dengan syura, maka 

semua orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab 

dalam bernegara, kewajiban mempertahankan sumber daya 

alam bukan kewajiban kelompok dan suku tertentu, 

melainkan kewajiban semua warga negara. Mereka semua 

terbebani dalam hal menjaga keutuhan tanah air dan juga 

menghadapi krisis tanggung jawab terhadap tindakan 

pemerintahan yang pada dasarnya memiliki hak yang lebih 

untuk menerapkan sistem dan aturan untuk dapat menjaga 

terkait sumber daya alam. 
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لُواْ لَعَلَّهُمۡ  ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ  اَ كَسَبَتۡ أيَۡدىي ٱلنَّاسى لىيُذىيقَهُم بَ عۡضَ ٱلَّذىي عَمى فى ٱلۡبَ ر ى وَٱلۡبَحۡرى بِى
عُونَ    يَ رۡجى

 

Artinya : 

 “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 
karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki 
agar mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan 
mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. 
Ar Rum 30: 41) 

Dan juga  

يَ ُّهَا ٱلنَّاسُ ٱت َّقُواْ ربََّكُمُ ٱلَّذىي خَلَقَكُم م ىن ن َّفۡس دَة ٖ  يَهَٰٓ هُمَا  ٖ  وهَحى ن ۡ هَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مى ن ۡ وَخَلَقَ مى
 إىنَّ ٱللََّّ كَانَ عَلَيۡكُمۡ ٖ  ا وَنىسَآٰءٖ  ا كَثىیرٖ  رىجَال

 وَٱت َّقُواْ ٱللََّّ ٱلَّذىي تَسَآٰءَلُونَ بىهىۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ
ۚۙ

 ا  ٖ  رَقىيب
 

Artinya :  
Hai manusia, takutlah kepada Tuhanmu, yang menciptakan 
engkau dari satu jiwa dan ciptakan darinya pasangannya 
dan bubarkan dari mereka berdua banyak laki-laki dan 
perempuan. Dan takutlah kepada Allah, yang melaluinya 
kamu saling bertanya, dan rahim. Sesungguhnya Allah 
selalu, atas kamu, seorang pengamat.(Q.S An-nisa 4:1)  
 

Dalam kedua ayat tersebut, Allah memerintahkan 

agar manusia senantiasa menjaga apa yang telah Allah 

titipkan di muka bumi ini, dan juga senantiasa menegakkan 

aturan dan takutlah kepada Allah swt karena ialah yang 

mengetahui atas semua perbuatan mahluknya. Maka setiap 

orang yang harus dihukum atas kelalaian apa yang mereka 

lakukan. 
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Maka berdasarkan prinsip tanggung jawab manusia 

di bumi belum menerapkan sepenuhnya prinsip tersebut 

karena pihak penambang telah pergi, sebelum melaksankan 

reklamasi dan pascatambang secara maksimal, dan 

pemerintah juga kurang aktif dalam menanggapi kasus 

tersebut. Karena sebagaimana ayat 33 UUD 1945 

bahwasanya negara yang menguasai sumber daya alam 

maka negara juga harus bertanggung jawab terhadap 

tindakan yang telah mereka putuskan agar sejalan dengan 

syariat Islam, seperti halnya dalam surah al mudtastsir:  

ينَة    اَ كَسَبَتۡ رَهى  كُلُّ نَ فۡسىًۢ بِى
Artinya:  

  setiap orang bertanggung jawab atas apa yang 
dilakukanya.(Al- Mudtastsir 74:38) 

 

Berdasarkan prinsip kedudukan manusia di muka 

bumi  maka Dalam hal ini kaitan-Nya kegiatan Reklamasi 

Pascatambang yaitu guna menyelamatkan alam dan 

menjaga lingkungan agar manusia di bumi, dapat 

seterusnya memanfaatkan kekayaan alam tanpa gangguan, 

dan halangan. Oleh sebab itu manusia memiliki kedudukan 

yang sama yakni memanfaatkan dan juga memelihara akan 

kandungan alam.  

Maka berdasarkan akan prinsip kedudukan manusia 

di bumi, manusia harus lebih maksimal lagi dalam 

menjalankan tugasnya dan peranya yaitu melaksanakan apa 

yang menjadi kewajibanya maka akan menerima hak yang 

seharusnya dimilikinya.   
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Berdasarkan prinsip keadilan untuk mencapai 

kehidupan yang aman, tentram dan damai sesuai dengan 

good governance maka Semua kekakayaan alam merupakan 

milik semua mahluk hidup yang ada dibumi oleh sebab itu 

semua khalifah yang ada di bumi memiliki hak untuk 

memanfaatkan apapun yang ada dibumi,  

Persamaan hak atas kekayaan negara adalah setiap 
individu memiliki hak yang sama untuk mengakses 
sumber-sumber kekayaan negara tidak ada atribut 
apapun yang dapat menghalangi individu atau 
kelompok untuk menikmati sumber-sumber 
kekayaan.89 
  

Meskipun manusia memiliki hak untuk 

memanfaatkan kekayaan alam, bukan berarti khalifah bumi 

dapat sewenang-wenang dalam menggunakan kekayaan 

alam tanpa memperhatikan asas pemanfaatan alam yang 

baik. Khalifah bumi harus menerapkan asas tanggung 

jawab. Karena semua ciptaan Allah swt yang diturunkan 

kebumi senantiasa untuk dimanfaatkan. Namun juga harus 

mewujudkan nilai pemeliharaan seperti yang dicantumkan 

dalam, Pasal 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 

perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang 

pertambangan mineral dan batubara. Maka dalam hukum 

Allah menetapkan: 

يع هُنَّ سَبۡعَ سََهَوهَتٖ  هُوَ ٱلَّذىي خَلَقَ لَكُم مَّا فى ٱلۡأَرۡضى جَىَ ۙۚ ٖ  ا ثَُُّ ٱسۡتَ وَىهٰٓ إىلَٰ ٱلسَّمَآٰءى فَسَوَّى ه

   ٖ  وَهُوَ بىكُل ى شَيۡء  عَلىيم

Artinya : 
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Dialah yang menciptakan segala yang adad dibumi 
untukmu. Kemudian Dia mengarahkan diri-Nya ke langit 
, [Keberadaan-Nya di atas semua ciptaan], dan 
menjadikan mereka tujuh langit, dan Dia maha 
mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-baqaroh 2:29) 

 

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah 

telah menciptakan semuanya yang dibumi untuk semua 

manusia yang ada dibumi, lalu Allah juga menciptakan 

langit dengan berlapis-lapis, untuk menyempurnakan 

ciptaanya dan Allah juga mengetahui atas segala sesuatu 

yang dilakukan manusia dimuka bumi, atas segala 

ciptaanya.  

Saat akan menciptakan bumi Allah swt. telah 

berfirman kepada malaikat bahwasanya ia telah menitipkan 

semuanya apa yang ada di bumi kepada manusia untuk 

digunakan sebagaimanna mestinya, karena ia mengetahui 

atas segala sesuatunya: 

دُ فىيهَا ٖ  فى ٱلۡأَرۡضى خَلىيفَة ٖ  قاَلَ رَبُّكَ لىلۡمَلهَٰٓئىكَةى إىنّ ى جَاعىل وَإىذۡ  عَلُ فىيهَا مَن يُ فۡسى ۙ  قاَلُوٰٓاْ أَتََۡ

ٰٓ أعَۡلَمُ مَا لَْ تَ عۡلَمُونَ    قاَلَ إىنّ ى
َمۡدىكَ وَنُ قَد ىسُ لَكَ  نُ نُسَب ىحُ بِى

 وَيَسۡفىكُ ٱلد ىمَآٰءَ وَنََۡ

 
Artinya: 

Dan (sebutkan, wahai Muhammad), ketika Tuhanmu 
berkata kepada para malaikat, "Sesungguhnya, Aku akan 
membuat di atas bumi menjadi otoritas yang berurutan." 
Mereka berkata, "Maukah Engkau menempatkan di 
atasnya orang yang menyebabkan kerusakan di dalamnya 
dan menumpahkan darah, sementara kami menyatakan 
pujian-Mu dan menguduskan Engkau?" Allah berfirman, 
"Sesungguhnya aku tahu apa yang tidak kamu ketahui." 
(Q.S Al-Baqarah 2:30) 
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 Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya Allah 

telah menempatkan manusia di bumi sebagai penguasa dan 

juga menjadikan mereka sebagai khalifah yang membangun 

bumi. Perdebatan yang terjadi dalam ayat tersebut yakni 

malaikat Allah yakin bahwasanya mereka memuji Allah swt 

dan juga lebih layak untuk diangkat sebagai khalifah karena 

manusia hanya akan menyebabkan kerusakan yang ada di 

bumi. Menjawab bahwasanya ia tidak pernah menciptakan 

makhluk yang dilihat yang lebih mulia dan lebih tahu dari 

kami karena melihat apa yang kita melihatnya lalu setelah 

itu Allah menciptakan Adam dari tanah. 

ُۥ مُنكِرُون   و   نتُمۡ لَ 
 
ف أ
 
َٰهُُۚ أ لۡن  نز 

 
ب ار كٌ أ ا ذكِۡرٞ مُّ َٰذ   ه 

Artinya: 
Dan ini (Al-Qur'an) adalah pesan yang diberkati yang telah Kami 
turunkan. Lalu apakah Anda dengan itu tidak dikenal? (Q.S Al-
Anbiya 21:50)  

 

Dalam ayat tersebut mengandung makna 

bahwasanya Allah merupakan seadil-adilnya hakim dan 

juga Allah merupakan pemberi ketentuan hukum yang 

paling baik dan benar. Jika manusia ingkar terhadap hukum 

Allah apakah manusia akan tunduk pada aturan jahilian 

pada artinya hukum tersebut membawa kesesatan terhadap 

diri manusia.  

 Maka berdasarkan akan prinsip keadilan 

sebagaimana yang disampaikan sebelumnya semua manusia 

berhak menikmati kekayaan alam dimuka bumi, maka 

pemerintah tidak boleh hanya berpihak pada perusahaan 
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dengan mengabaikan apa yang seharusnya di laksanakan, 

namun pemerintah juga harus berpihak pada rakyat untuk 

tetap menjaga kelestarian dan ekologis lingkungan.  

Berdasarkan prinsip hubungan pemerintah dengan 

rakyat, maka manusia dimuka bumi wajib menjaga 

keseimbangan alam semesta agar tercipta kehidupan yang 

aman, sebagaimana firman Allah swt: 

هَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡف دُواْ فى ٱلۡأَرۡضى بَ عۡدَ إىصۡلهَحى نَ  ٖ  ا وَطَمَع اۚ إىنَّ رَحَۡۡتَ ٱللَّّى قَرىيبٖ  وَلَْ تُ فۡسى م ى
نىيَْ    ٱلۡمُحۡسى

Artinya : 

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 
sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya 
dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan 
dikabulkan). (Q.S Al-A’raf 7:56) 
 

Suatu hari Rasulullah mengingatkan salah seorang sahabat 

untuk merawat alam disekitarnya. Diriwayatkan bahwa 

Rasulullah melihat Sa’ad bin Abi Waqas sedang berwudlu, 

ia bersabda “ Janganlah berlebih-lebihan”, Sa’ad bin Abi Waqas 

bertanya”“Apakah dalam menggunakan air ada istilah berlebih-

lebihan?”, Rasul menjawab:“Ada, walaupun kamu berada di 

sungai yang mengalir”. (Hadits Riwayat Ibnu Majah). Jadi 

pada dasarnya kita harus memelihara dan menjaga 

kesimbangan dan kelestarian alam semesta, agar nikmat 

Allah dapat dirasakan umat kemudian. firman Allah swt: 

رَارُ أئَمَّتىكُم الَّذينَ  يَارُ أئَىمَّتىكُمْ الَّذينَ تَىُبُّونهمُ ويُُبُّونكُم، وتُصَلُّونَ علَيْهىم ويصَُلُّونَ علَيْكُمْ  وشى خى
 تُ بْغىضُونَ هُم ويُ بْغىضُونَكُمْ، وتَ لْعَنُونَ هُمْ وَيَ لْعَنُونَكُمْ 
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Artinya : 
“Pemimpin-pemimpin kamu yang baik adalah pemimpin-
pemimpin yang mencintai mereka (rakyat) dan mereka 
mencintai kamu, mereka mendoakan kamu mendoakan 
mereka. Sedangkan pemimpin pemimpin kamu yang tidak 
baik adalah para pemimpin yang kamu benci dan mereka 
membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka 
melaknat kamu”. (H.R muslim) 
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PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Reklamasi 

Pascatambang Ditinjau Dari Hukum Positif  

 

Peran pemerintah terhadap pelaksanaan reklamasi 

pascatambang berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 

2009  yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan reklamasi pascatambang, menetapkan 

pihak ketiga jika pemegang IUP tidak melaksanakan 

reklamasi dan Pascatambang. 

Dengan IUP PT DMH yang saat ini, sudah berakhir 

dan tidak berada ditempat, upaya peneguran terhadap 

perusahaan telah dilaksanakan namun belum mendapatkan 

tanggapan dari pihak perusahaan, maka pemerintah 

berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 2020 perubahan 

atas undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang minerba, 

memiliki kewajiban dalam menetapan pihak ketiga sesegera 

mungkin untuk melakukan reklamasi pascatambang, 

dengan menggunakan jaminan reklamasi dan juga 

Pascatambang yang telah ditempatkan dan apabila tidak 

mencukupi maka biaya akan dibebankan kepada 

perusahaan, sehingga lahan dan kawasan hutan yang telah 

digunakan PT DMH dapat pulih sebagaimana 

peruntukanaya sesuai dengan rencana Reklamasi dan 

Pascatambang.   

Untuk selanjutnya dalam tahap pelaksanan 

pertambangan maka pihak pemegang IUP harus benar-

benar mempertimbangkan semua aspek pertambangan, baik 

aspek secara teknis, lingkungan, sosial dan ekonomi, dalam 
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penyusunan fisibility studi (FS), penyusunan dokumen 

lingkungan (AMDAL), penyusunan dokumen reklamasi, 

penyusunan dokumen pascatambang, penempatan jaminan 

reklamasi dan penempatan jaminan pascatambang. 

Meskipun dalam hal kewenangan telah berubah berulang 

kali namun mereka tetap memiliki kewajiban untuk 

melaksanakan kewajibanya.  

Faktor yang mempengaruhi terlaksana-Nya 

Kegiatan evaluasi terhadap reklamasi pascatambang oleh 

pemerintah disebabkan karena lemahnya pengawasan dan 

pembinaan pengelolaan pertambangan. 

Oleh sebab itu maka pihak pemerintah harus 

memaksimalkan dalam pembinaan serta pemngawasan 

terhadap pengelolaan pertambangana agar dapat sesuai 

dengan makna isi pasal 33 ayat 3 UUD 1945. 

 

2. Peran Pemerintah Terhadap Reklamasi Pascatambang 

Ditinjau Dari Fiqh Siyasah  

Islam secara eksplisit dan jelas menyatakan bahwa 
bumi dan seisinya tidak ada yang diciptakan secara sia-sia, 
hal tersebut menandakan bahwasannya segala sesuatu 
pastilah selalu ada manfaatnya, hanya saja sebagian 
manusia ada yang mengetahui dan ada pula yang belum 
mengetahui. Berdasarkan firman allah swt : 

هَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡفوَلَْ  دُواْ فى ٱلۡأَرۡضى بَ عۡدَ إىصۡلهَحى م ىنَ  ٖ  ا وَطَمَع اۚ إىنَّ رَحَۡۡتَ ٱللَّّى قَرىيبٖ  تُ فۡسى
نىيَْ    ٱلۡمُحۡسى

Artinya : 
Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 
sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya 
dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan 
dikabulkan). (Q.S Al-A’raf 7:56) 
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Sesuai dengan kaidah fiqh yakni: 

 

Artinya : “Segala   mudharat   (bahaya)   harus   
dihindarkan   sedapat mungkin”. 

 

Maka manusia selaku khalifah Allah dimuka bumi 

dapat memanfaatkan sumber daya alam, namun juga harus 

memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan. 

Manusia dapat melaksanakan upaya perlindungan 

lingkungan dengan baik jika manusia itu sendiri menyadari 

akan ketakwaan terhadap perintah Allah swt. yang diatur 

dalam Alquran oleh sebab itu budaya sosialisasi terhadap 

peyadaran diri manusia harus senantiasa 

diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat 

bernegara. 

Dalam hal ini manusia harus taat akan aturan yang 

telah ditetapkan di muka bumi untuk melakukan upaya 

perlindungan agar tidak terjadinya bencana alam dan demi 

keberlangsungan hidup dan untuk memenuhi hak-hak 

manusia itu sendiri. Berdasarkan penjelasan diatas maka 

penulis melihat bahwasanya manusia sebagai khalifah 

dibumi yang diberikan Amanah oleh Allah swt untuk 

menjaga kelestarian dan keseimbangan alam, belum di 

laksanakan dengan baik, sehingga masih banyak terjadi 

bencana alam yang sering terjadi, akibat ulah manusia itu 

sendiri. Sehingga dalam menajalankan pemerintahan 

belum memenuhi konsep aqdul imamah dan wilayah ‘ala 
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hurubi al- mashalih, sehingga sulit untuk mencapat good 

governance. 

5.2 Saran  

A. Saran Untuk Pertambangan  

1. Pemegang IUP harus benar-benar mempertimbangkan 

semua aspek pertambangan, baik aspek secara teknis, 

lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pelaksanaan 

pertambangan  

2. Pihak pemegang IUP operasi produksi harus 

mempersiapkan untuk keberhasilan tingkat 100% dalam 

pelaksanaan reklamasi dan Pascatambang sedini 

mungkin.  

B. Saran Untuk Pemerintah  

Dalam pelaksanaan pertambangan di Kawasan 

hutan diperluka kerjasama antar pihak yang terkait dan 

sinkronisasi peraturan, mulai dari tahap penyusunan 

dokumen lingkungan, dokumen reklamasi dan 

Pascatambang. Hingga tidak akan ada lagi tindakan 

yang tumpang tindih.  
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Gambar 1.1 Stock pile terbengkalai  

 
Gambar 1.2 void talang seginim 



 
 

 

 
Gambar 1.3 void talang seginim  

 
Gambar 1.4 lokasi yang di laksanakan reklamasi  

 
Gambar 1.5 wawancara pihak WALHI  



 
 

 

 
Gambar 1.6 Wawancara pihak Kanopi  

 
Gambar 1.6 jalan tambang terbengkalai   

 
Gambar 1.7 tenaman cover crop tanpa tanaman keras 



 
 

 

 
Gambar 1.8 wawancara pihak Dinas Kehutanan 

 
Gambar 1.9 Wawancara pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

 

 

  



 
 

 

   



 
 

 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

  
 


